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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana inovasi pelayanan publik
berperan dalam mendukung good governance serta transformasi birokrasi. Dengan pendekatan
administrasi publik, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pengumpulan informasi
terkait penerapan inovasi pelayanan, pembudayaan inovasi di sektor publik, dan dampaknya terhadap
kinerja organisasi. Hasil temuan penelitian ini mengungkapkan urgensi penerapan budaya inovatif
dalam pelayanan publik sebagai langkah awal dalam mencapai good governance. Inovasi dalam
pelayanan publik mendorong transformasi birokrasi, memfasilitasi koordinasi antara pemerintah dan
masyarakat, serta mengurangi tumpang tindih kebijakan. Melalui inovasi, sektor publik dapat
meningkatkan kinerjanya dan merespons perubahan dalam kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif.
Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang pentingnya inovasi pelayanan
publik sebagai instrumen untuk mencapai tujuan good governance dan transformasi birokrasi.

Kata kunci: administrasi publik, good governance, pelayanan publik, transformasi birokrasi

Abstract

This research aims to describe and analyze how public service innovation plays a role in supporting
good governance and bureaucratic transformation. Using a public administration approach, this study
was conducted through literature review and the collection of information related to the implementation
of service innovation, the cultivation of innovation in the public sector, and its impact on organizational
performance. The findings reveal the urgency of implementing an innovative culture in public services
as a starting point in achieving good governance. Innovation in public services drives bureaucratic
transformation, facilitates coordination between the government and the public, and reduces policy
overlap. Through innovation, the public sector can enhance its performance and respond more
effectively to changes in societal needs. Thus, this research provides important insights into the
significance of public service innovation as an instrument for achieving the goals of good governance
and bureaucratic transformation.

Keywords: bureaucratic transformation, good governance, public administration, public service
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Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan tulang punggung dari interaksi antara pemerintah dan
masyarakat, dan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesejahteraan dan
keadilan dalam suatu negara. Namun, pada kenyataannya, masih terdapat banyak tantangan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal. Salah satu permasalahan yang
umum ditemui adalah tumpang tindih kebijakan dan kurangnya koordinasi antara instansi
pemerintah, yang sering kali mengakibatkan pemborosan sumber daya dan kebingungan di
kalangan masyarakat. Selain itu, kurangnya kompetensi pejabat publik dan resistensi
terhadap inovasi sering menghambat perubahan yang diperlukan dalam pelayanan publik
(Barsei, 2022).

Dalam era dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, menurut
Rakhmadani (2022) inovasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan memacu transformasi birokrasi. Namun, belum banyak
penelitian yang secara komprehensif menggali bagaimana inovasi pelayanan publik berperan
dalam mencapai good governance dan perubahan fundamental dalam administrasi publik.
Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah pengetahuan ini dengan menerapkan
pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana inovasi
pelayanan publik dapat memengaruhi budaya organisasi, meningkatkan kinerja sektor
publik, dan mendukung perubahan birokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pandangan yang berharga bagi praktisi pemerintah, peneliti, dan pembuat
kebijakan dalam upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan
publik.

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Safiri (2022) menyoroti bahwa
implementasi inovasi pelayanan publik dapat merangsang perubahan budaya organisasi
dengan mengubah pola pikir pegawai publik dan mendorong sikap proaktif terhadap
perubahan. Di sisi lain, Manaf & Puspaningtyas (2023) meneliti dampak positif inovasi
pelayanan publik terhadap peningkatan kinerja sektor publik melalui peningkatan efisiensi
dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Meskipun penelitian-
penelitian ini memberikan wawasan yang berharga, keterbatasan utamanya adalah fokus
yang terbatas pada beberapa aspek inovasi dan kecenderungan kurangnya analisis mendalam
tentang dampak inovasi pelayanan publik terhadap perubahan birokrasi secara keseluruhan.

Dalam konteks literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan
pengetahuan dengan memperluas wawasan mengenai peran inovasi pelayanan publik dalam
administrasi publik. Dalam upaya ini, penelitian ini akan lebih mendalam menganalisis
bagaimana inovasi pelayanan publik memengaruhi budaya organisasi dan kinerja sektor
publik, serta bagaimana konsep ini dapat mendukung transformasi birokrasi dan pencapaian
good governance. Oleh karena itu, penelitian ini mengoperasionalkan asumsi tersebut sebagai
landasan untuk menyelidiki kontribusi inovasi pelayanan publik dalam mencapai good
governance dan perubahan substansial dalam administrasi publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dampak inovasi pelayanan publik dalam
perspektif administrasi publik terhadap perubahan budaya organisasi dan peningkatan
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kinerja sektor publik, serta bagaimana kontribusi inovasi ini mendukung transformasi
birokrasi menuju good governance. Pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana
implementasi inovasi pelayanan publik memengaruhi budaya organisasi di sektor publik dan
apakah dampaknya dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dalam mencapai good
governance dan perubahan substansial dalam administrasi publik.

Dalam konteks inovasi pelayanan publik dan transformasi birokrasi, pendekatan
administrasi publik memegang peranan penting dalam meningkatkan tata kelola yang baik.
Melalui pendekatan studi pustaka, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih efektif,
efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, transformasi birokrasi juga
diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, transparan, dan
akuntabel.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih
komprehensif dalam memahami peran inovasi pelayanan publik dan kontribusinya terhadap
kemajuan administrasi publik. Penelitian ini akan lebih berfokus pada peran inovasi
pelayanan publik dalam administrasi publik kontemporer dan kontribusinya dalam
mencapai good governance. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan
publik dan tata kelola pemerintahan secara keseluruhan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kepustakaan. Secara teoritis, studi pustaka
adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,
membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed. 2008). Studi pustaka ini
menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengevaluasi konsep inovasi pelayanan
publik dan transformasi birokrasi dalam konteks administrasi publik untuk meningkatkan
good governance. Data utama diperoleh melalui tinjauan literatur yang mencakup jurnal
ilmiah, buku, laporan resmi pemerintah, serta publikasi terkait inovasi pelayanan publik,
transformasi birokrasi, dan good governance.

Sampel penelitian mencakup literatur-literatur yang membahas praktik inovasi
pelayanan publik dan transformasi birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan, baik nasional
maupun lokal, dengan fokus pada dampaknya terhadap peningkatan good governance.
Analisis dilakukan dengan merinci konsep-konsep kunci terkait inovasi pelayanan publik,
transformasi birokrasi, dan good governance. Penggunaan kerangka konseptual menjadi
instrumen untuk membimbing penelitian. Prosedur melibatkan pencarian intensif dalam
database akademis seperti ProQuest dan Google Scholar, serta penelusuran dalam
perpustakaan digital pemerintah dan lembaga terkait. Data dianalisis secara kualitatif dengan
mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara konsep inovasi pelayanan publik,
transformasi birokrasi, dan good governance.

Tahap awal penelitian ini melibatkan identifikasi sumber-sumber utama yang relevan
dengan inovasi pelayanan publik, administrasi publik, budaya organisasi, kinerja sektor
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publik, good governance, dan transformasi birokrasi. Sumber-sumber yang diidentifikasi
akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi temuan-temuan utama, teori-teori yang
relevan, model konseptual, dan bukti empiris yang mendukung atau menggambarkan peran
inovasi pelayanan publik dalam administrasi publik.

Hasil analisisa akan disintesis menjadi rangkuman yang menyajikan pemahaman
komprehensif tentang topik penelitian (Mustofa et al., 2023), mencakup peran inovasi dalam
membentuk budaya organisasi, dampaknya pada kinerja sektor publik, serta kaitannya
dengan good governance dan transformasi birokrasi. Kesimpulan akan ditarik berdasarkan
sintesis sumber-sumber yang telah dijelajahi dalam studi pustaka. Dengan menggunakan
metode studi pustaka, penelitian ini akan menggali pengetahuan yang telah ada dalam
literatur akademis dan praktis untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang peran
inovasi pelayanan publik dalam administrasi publik, serta kontribusinya terhadap good
governance dan transformasi birokrasi.

Dampak Inovasi Pelayanan Publik terhadap Budaya Organisasi di Sektor Publik

Transformasi birokrasi terkait inovasi pelayanan publik telah menjadi fokus utama
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa langkah
transformasi yang dilakukan meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan
akses masyarakat terhadap pelayanan publik, pembinaan inovasi pelayanan publik, dan
penilaian inovasi pelayanan publik. Implementasi transformasi digital dalam pelayanan
publik bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan
tetap menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsif (Firdaus et al., 2021).

Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu dampak dari Revolusi Industri 4.0 yaitu
otomatisasi dan pengurangan jumlah tenaga kerja manusia dalam proses produksi. Dengan
kemajuan teknologi dan dampak tersebut, revitalisasi birokrasi pemerintah melalui
transformasi birokrasi menjadi penting. Ini bertujuan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas
publik dan transparansi yang semakin tinggi sebagai akibat perkembangan Revolusi Industri
4.0. Perkembangan Revolusi Industri 4.0 juga membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan
akuntabilitas dan transparansi dari organisasi pemerintah, serta perlunya responsivitas yang
tinggi dan cepat (Rahardian, 2019). Fenomena ini mengarah pada perubahan paradigma
desain organisasi.

Inovasi pelayanan publik juga menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi,
terutama dalam konteks pelayanan publik. Kementerian PANRB melibatkan pembinaan
inovasi pelayanan publik sebagai langkah transformasi, yang mencakup penciptaan inovasi,
pengembangan inovasi, dan pelembagaan inovasi untuk menjaga keberlanjutan inovasi
dalam instansi. Dengan demikian, transformasi birokrasi terkait inovasi pelayanan publik
menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi, pembinaan inovasi, dan penilaian inovasi
sebagai langkah-langkah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
memastikan keberlanjutan reformasi birokrasi (Purnama, 2022).
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Hasil survei Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa kualitas layanan
publik di Indonesia masih rendah pada tahun 2018 (Ombudsman Republik Indonesia, 2019).
Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban memberikan pelayanan publik
(Hardiyansyah, 2018). Pemberian layanan publik adalah aspek kunci dalam pengelolaan
organisasi publik dan indikator utama dalam mengukur kinerjanya (Hayat, 2017). Organisasi
publik di Indonesia termasuk pemerintah pusat, daerah, partai politik, LSM, yayasan,
lembaga keagamaan, pendidikan, dan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah
Sakit. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian tak terpisahkan dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki fleksibilitas untuk meningkatkan layanan
masyarakat.

Klasifikasi Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Nasional

Inovasi Daerah

Inovasi produk pelayanan

Inovasi proses pelayanan

Inovasi metode pelayanan

Inovasi kebijakan

Inovasi inkremental

Inovasi Sektor Publi

Inovasi transformatif/ sistematik

Inovasi terputus

Sumber: Yaniar, 2018

Inovasi pelayanan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya
organisasi di sektor publik, seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian ini. Hasil kajian
kepustakaan menyoroti bahwa inovasi mendorong perubahan dalam pola pikir dan sikap
pegawai publik terhadap perubahan. Studi oleh Pudjiarti (2023) menunjukkan bahwa inovasi
pelayanan publik merangsang pegawai untuk mengadopsi sikap proaktif dalam menghadapi
perubahan, menganggap inisiatif baru sebagai peluang, dan berkontribusi pada budaya
organisasi yang lebih responsif serta inovatif. Temuan ini menegaskan bahwa inovasi tidak
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hanya menciptakan perubahan dalam praktik kerja, tetapi juga menciptakan perubahan
dalam cara pegawai memandang perubahan itu sendiri.

Dalam konteks ini, temuan ini mendukung penelitian terdahulu, seperti penelitian
oleh Utami (2023), yang menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam birokrasi
publik. Ini juga konsisten dengan pandangan bahwa inovasi pelayanan publik dapat
memainkan peran kunci dalam menciptakan budaya organisasi yang lebih responsif terhadap
tuntutan masyarakat yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini
memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana inovasi pelayanan publik
dapat memengaruhi budaya organisasi di sektor publik, dan bagaimana perubahan budaya
ini dapat mendukung administrasi publik yang lebih efisien serta responsif terhadap
perubahan.

Temuan ini juga mengungkapkan pentingnya kepemimpinan dalam membentuk
budaya organisasi yang mendukung inovasi. Studi oleh Henriyani (2020) dan penelitian
lainnya telah menyoroti bahwa kepemimpinan visioner dan berorientasi inovasi memiliki
peran kunci dalam memotivasi dan mengarahkan pegawai publik dalam upaya inovasi.
Kepemimpinan yang mampu mengartikulasikan visi inovatif, memberikan dukungan, dan
memberdayakan pegawai untuk berkontribusi dalam perubahan menjadi faktor penting
dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung inovasi pelayanan publik.

Selain kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang dampak inovasi
pelayanan publik terhadap budaya organisasi, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya
peran pemimpin dalam mengelola perubahan budaya ini. Pemimpin yang dapat memainkan
peran sebagai agen perubahan dan fasilitator inovasi menjadi kunci dalam menciptakan
budaya organisasi yang progresif. Keseluruhan, hasil penelitian ini memiliki implikasi yang
signifikan bagi praktisi dan pembuat kebijakan di sektor publik, dengan menekankan
perlunya mendukung inovasi dalam layanan publik dan memastikan bahwa budaya
organisasi mendukung inisiatif inovatif ini. Dengan demikian, upaya menuju administrasi
publik yang lebih efisien, responsif, dan inovatif dapat diwujudkan, menghasilkan pelayanan
publik yang lebih baik bagi masyarakat.

Perubahan budaya organisasi bukanlah proses instan, dan sering kali dihadapi
dengan resistensi. Pegawai publik yang telah terbiasa dengan praktik-praktik lama mungkin
merasa enggan menerima inovasi. Oleh karena itu, organisasi publik perlu mengidentifikasi
dan mengatasi hambatan-hambatan ini. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi
resistensi adalah langkah awal yang penting. Faktor seperti kurangnya pemahaman tentang
manfaat inovasi, ketakutan akan perubahan, atau kurangnya dukungan dari manajemen
dapat menjadi penghalang utama yang perlu diatasi.

Manajemen perubahan yang efektif sangat diperlukan. Dalam konteks ini,
kepemimpinan berperan sentral dalam membantu organisasi menghadapi perubahan
budaya. Dalam peran ini, pemimpin tidak hanya harus mengartikulasikan visi inovasi, tetapi
juga harus menciptakan lingkungan yang mendukung eksperimen, pembelajaran, dan
pengembangan inovasi. Mereka juga perlu melibatkan pegawai publik dalam proses
perubahan, menggali ide-ide inovatif mereka, dan memberikan penghargaan untuk
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partisipasi dalam inisiatif inovatif. Dengan cara ini, kepemimpinan dapat menjadi kunci
keberhasilan dalam membentuk budaya organisasi yang mendukung inovasi pelayanan
publik (Khabibi, 2023).

Keseluruhan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang
kompleksitas peran inovasi pelayanan publik dalam mengubah budaya organisasi di sektor
publik. Dengan mendukung perubahan budaya yang positif, inovasi pelayanan publik
memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan akuntabilitas dalam
penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi penting
dalam upaya menciptakan administrasi publik yang lebih efisien, responsif, dan inovatif,
yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Kontribusi Inovasi Pelayanan Publik terhadap Peningkatan Kinerja Sektor Publik dan
Good Governance

Strategi peningkatan kinerja sektor publik dapat dilakukan melalui perspektif
knowledge management, seperti peningkatan kualitas kepemimpinan, tim kerja, dan sistem
organisasi. Good governance juga menjadi faktor penting dalam peningkatan kinerja sektor
publik, dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan rule of law.
Beberapa contoh inovasi pelayanan publik terpuji tahun 2022 dapat dilihat pada Top 45
Inovasi dari kelompok umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di sektor publik, dapat dilakukan
dengan melakukan transparansi, penetapan metrik kinerja, dan memberikan pelayanan yang
terbaik. Pembaruan struktur organisasi juga dapat menjadi salah satu cara untuk
meningkatkan kinerja organisasi publik (Purnama, 2021). Inovasi pelayanan publik di
Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari menggunakan teknologi digital, hingga
mengembangkan sistem pengendalian karhutla dan pelayanan publik responsif.

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, pasal 4, yang menekankan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia, kemajuan
kesejahteraan umum, peningkatan intelektual bangsa, dan partisipasi dalam menjaga
ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal
penting dalam implementasi pelayanan publik adalah memajukan kesejahteraan umum dan
keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penilaian kualitas pelayanan publik
bukan perkara sederhana karena pelayanan ini berperan dalam kehidupan manusia, dari
berbagai aspek dan skala, mulai dari sejak dikandung sampai hidup dalam masyarakat.

Pentingnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif sangat
terlihat dalam upaya meningkatkan performa pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik. Misutari dan Ariyanto (2021) menyatakan bahwa ini disebabkan oleh inisiatif
pemerintah dalam merancang konsep tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan
untuk mengoptimalkan potensi perubahan dalam birokrasi guna menyajikan pelayanan
publik yang lebih baik. Selain itu, pandangan masyarakat yang masih melihat pelayanan
publik dari birokrasi sebagai sesuatu yang lambat.
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Inovasi dapat meningkatkan kinerja di sektor publik melalui berbagai cara, seperti
peningkatan efisiensi, pelayanan yang lebih baik, dan pengembangan kebijakan yang
inovatif. Penelitian Anggriany (2023) menunjukkan bahwa inovasi, bersama dengan
kepemimpinan transformasional dan sistem pengendalian intern, berpengaruh positif
terhadap kinerja organisasi sektor publik. Selain itu, inovasi juga dapat membantu lembaga
publik untuk menembus kemacetan dan jalan buntu yang terkait dengan organisasi sektor
publik, serta memungkinkan adaptasi dan respons terhadap perubahan yang cepat di luar
organisasi publik (Suriadi & Frinaldi, 2023). Sebagai contoh, inovasi seperti penerapan piket
malam telah terbukti dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik. Dengan demikian,
inovasi memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja di sektor publik, dengan
membantu organisasi publik untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap tuntutan
masyarakat dan lingkungannya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa inovasi pelayanan publik memiliki kontribusi
yang signifikan terhadap peningkatan kinerja sektor publik dan mendorong prinsip-prinsip
good governance. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik
dapat membawa perubahan positif dalam berbagai aspek kinerja sektor publik. Penelitian
seperti yang dilakukan oleh Tasyah et al. (2021) menekankan bahwa inovasi dapat
meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Inovasi ini mencakup
penggunaan teknologi baru, proses yang lebih efisien, dan pemangkasan birokrasi yang tidak
perlu. Dengan peningkatan efisiensi ini, sektor publik dapat menyediakan layanan yang lebih
baik dengan sumber daya yang ada.

Selain efisiensi, inovasi pelayanan publik juga memiliki dampak positif pada
responsivitas dan akuntabilitas sektor publik, yang merupakan dua pilar utama dalam
prinsip-prinsip good governance. Inovasi dapat meningkatkan responsivitas sektor publik
terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat, terutama melalui partisipasi masyarakat
dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Studi oleh Firman (2023)
mengindikasikan bahwa inovasi yang berfokus pada partisipasi masyarakat dapat
memperkuat keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan publik. Sehingga, inovasi
pelayanan publik dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, transparan,
dan akuntabel dalam sektor publik. Dengan demikian, inovasi bukan hanya memberikan
manfaat operasional, tetapi juga mendukung pencapaian prinsip-prinsip good governance,
yang merupakan landasan yang kuat dalam administrasi publik yang berkualitas.

Perubahan dalam sektor publik tidak selalu berjalan mulus (Purnama, 2020).
Implementasi inovasi pelayanan publik seringkali dihadapi dengan hambatan, termasuk
resistensi dari dalam organisasi dan perubahan budaya yang diperlukan. Oleh karena itu,
manajemen perubahan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi benar-
benar memberikan dampak positif yang diharapkan. Pemimpin dalam sektor publik memiliki
peran yang sangat penting dalam memotivasi, mendukung, dan memandu perubahan ini
menuju pencapaian prinsip-prinsip good governance. Keseluruhan, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik memiliki potensi besar dalam mendukung
peningkatan kinerja sektor publik dan mendorong good governance, yang pada gilirannya
akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan pemerintah.
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Inovasi pelayanan pada sektor publik merupakan peran penting administrasi publik
dalam masyarakat kontemporer yang semakin meluas dan kompleks. Di era modern ini,
negara menghadapi tuntutan yang khusus terkait dengan pelayanan publik yang berkualitas
tinggi (Muharam, 2019). Masyarakat mengharapkan pemerintah untuk meningkatkan
kemampuannya dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan
kebutuhan mereka, tetapi tetap mematuhi peraturan perundangan yang berlaku (Purnama,
2023).

Kebijakan pemerintah hendaknya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan
meningkatkan kesejahteraannya. Substansi kebijakan pemerintah dapat berbeda-beda
tergantung pada isu atau persoalan yang dihadapi di suatu wilayah tertentu, seperti
kemiskinan, keamanan, dan pembangunan. Pemerintah dapat menggunakan berbagai
metode penelitian untuk mempelajari dan menganalisis kebijakan, termasuk komunikasi dan
konsultasi publik, membangun jaringan dengan pemangku kepentingan terkait, serta
mengumpulkan data dan informasi (Belau, 2020). Masyarakat dalam hal ini dapat membantu
pemerintah selain dalam hal merancang kebijakan, menjalankan kebijakan dengan
mendukung dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melaporkan
pelanggaran atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
ditegaskan bahwa Pelayanan Publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan
sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diberikan oleh masyarakat sesuai dengan
hukum yang berlaku. Penyedia layanan dengan jelas menggambarkan peran negara dalam
sektor publik. Artinya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan
publik yang baik kepada warga negara dan penduduk, dan hal ini harus sesuai dengan aturan
yang berlaku. Dengan demikian, Undang-Undang ini menegaskan pentingnya pelayanan
publik yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam upaya meningkatkan inovasi pelayanan publik, beberapa langkah harus
diambil. Salah satunya adalah melalui Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang
digelar untuk mendorong tumbuhnya inovasi. Dalam kompetisi ini, evaluasi tidak lagi
membutuhkan setiap inovasi diiringi oleh aplikasi, namun yang bisa mengintegrasikannya
akan mendapatkan peringkat lebih baik, selain tentu inovasi tersebut harus berdampak
optimal bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik juga dapat dikembangkan melalui portal
Knowledge Management System (KMS) yang didedikasikan untuk memfasilitasi kolaborasi
dan berbagi pengetahuan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Langkah-langkah seperti ini
merupakan upaya untuk terus mendorong inovasi dalam pelayanan publik guna
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Purnama, 2021).

Mencapai tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien akan menjadi tantangan
jika ketiga sektor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat tidak dapat bekerjasama secara
sinergis dan saling mendukung, terutama jika terjadi saling menyalahkan. Keberhasilan
sistem pemerintahan yang efisien bergantung pada fungsionalitas semua komponennya
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sesuai dengan hukum yang berlaku dan interaksi yang erat antara mereka, karena komponen-
komponen tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam pelayanan
publik memegang peranan penting dalam mendukung good governance dan transformasi
birokrasi. Dengan fokus pada budaya inovatif, penelitian ini telah mengungkap bahwa
inovasi dalam pelayanan publik mampu mendorong perubahan positif dalam birokrasi,
memfasilitasi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, serta mengurangi tumpang
tindih kebijakan. Reformasi birokrasi sejalan dengan reformasi pelayanan publik karena
setiap penyelenggaraan negara akan bermuara pada pelayanan publik. Inovasi pelayanan
publik berbasis teknologi informasi dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat,
dapat diakses di manapun, murah, dan mudah untuk membentuk citra baik di masyarakat.
Dengan demikian, penelitian ini secara tegas menjawab pentingnya inovasi dalam pelayanan
publik sebagai instrumen utama dalam mencapai tujuan good governance secara keseluruhan
dan transformasi birokrasi yang berhasil. Budaya inovasi harus dipertahankan dalam
birokrasi untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik.
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Abstract

The Vietnamese community in Australia has faced numerous challenges during its integration into
Australian society. Starting with language barriers and cultural differences, the community has had to
navigate a complex set of social, economic, and political factors to establish its position in the country.
Despite these obstacles, they have maintained their cultural identity while embracing the Australian
way of life. One of the most significant contributions of the Vietnamese community to Australian
society has been their ability to bring about fresh perspectives and opportunities for cultural exchange.
The younger generations of Vietnamese Australians, in particular, have been instrumental in
highlighting the values of inclusivity and multiculturalism. They have been at the forefront of
promoting cultural diversity and understanding and acceptance of different communities. Our research
aims to systematically document the adaptation and integration of the Vietnamese community in
Australia across different periods. We employ qualitative methods to analyse the various factors that
have contributed to the success of the Vietnamese community in Australia. By doing so, we hope to
provide a comprehensive understanding of the challenges and opportunities faced by the Vietnamese
community during their integration into Australian society.

Keywords: cultural adaptation, cultural integration, Vietnamese community, Australia

Introduction

Australia, often referred to as the "Land Down Under" (Banting, 2003, p. 14), is
celebrated for its multicultural society, which owes its richness to the diversity of its
inhabitants. Among the many ethnic and cultural groups that have contributed to this mosaic,
the Vietnamese community is a vivid and thriving component. A compelling narrative of
resilience, cultural adaptation, and integration into the Australian way of life marks the
history of the Vietnamese diaspora in Australia. The story of the Vietnamese community's
journey in Australia begins with a backdrop of historical turmoil — the Vietham War (Nathalie,
2013). Following the conclusion of this protracted conflict, Australia opened its doors to
refugees seeking asylum and the promise of a new beginning. Over the years, this community
has faced and overcome numerous challenges, from the initial resettlement hurdles to
preserving its rich cultural heritage.

This paper delves into the multifaceted journey of the Vietnamese community in
Australia, exploring the critical aspects of their adaptation and integration. By
comprehensively examining historical events, government policies, cultural preservation
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efforts, education, and generational shifts, we aim to shed light on the intricate tapestry of
their experience in this vast and diverse nation. The significance of this study lies not only in
its historical and sociological implications but also in its contemporary relevance. As the
Vietnamese community in Australia continues to grow and evolve, it serves as a compelling
example of how diverse cultures can coexist and flourish within the framework of a
welcoming and inclusive society. The journey of the Viethnamese community is a testament to
the enduring principles of multiculturalism and the ability of individuals and communities to
adapt, thrive, and contribute to the ever-evolving story of Australia.

In the following sections, we will explore the historical context of Vietnamese
migration to Australia, the challenges and adaptation faced by the community, the role of
government support and resettlement programs, and how the Vietnamese community has
preserved its cultural identity while integrating into Australian society. Additionally, we will
examine the educational and professional success of Vietnamese Australians, the dynamics of
generational shifts, and the role of government policies in promoting multiculturalism.
Through this exploration, we aim to gain a deeper understanding of the Vietnamese
community's journey in Australia and the lessons it offers for the broader context of
multiculturalism and social cohesion within the nation.

Method

This study utilizes a qualitative research design to comprehensively investigate the
factors contributing to the success of the Viethamese community in Australia. A qualitative
approach is preferred to provide a nuanced exploration of historical events, government
policies, cultural preservation efforts, education, and generational shifts within the
community. The study aims to shed light on the complex tapestry of their experiences in this
diverse and vast nation. The literature review encompasses a thorough analysis of over 60
articles from reputable academic journals, books, and other scholarly sources, spanning
various disciplines, including sociology, anthropology, history, cultural studies, and
education. This multidimensional perspective facilitates a comprehensive understanding of
the factors influencing the Vietnamese community's success in Australia.

The literature review articles are selected based on their relevance to the critical themes
of historical events, government policies, cultural preservation efforts, education, and
generational shifts. Priority is given to studies that provide substantive insights into the
experiences of the Viethamese community in Australia, ensuring the comprehensive coverage
of factors contributing to their success. Data extraction involves systematically gathering
information from the selected articles related to historical events, government policies,
cultural preservation efforts, education, and generational shifts. Each article is critically
reviewed to extract essential findings, employed methodologies, and research contexts. This
process allows for the synthesis of diverse perspectives and the identification of overarching
themes.

The synthesis of information involves categorising and organising findings from the
literature to create a cohesive narrative that addresses the complex tapestry of the Vietnamese
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community's experiences in Australia. Through this process, the study aims to identify
patterns, disparities, and gaps in the existing literature, contributing to a more holistic
understanding of the factors shaping the community's success. The comprehensive literature
review methodology provides a nuanced and well-informed foundation for comprehending
the historical, cultural, educational, and generational dimensions of the Vietnamese
community's experiences in Australia. By synthesising insights from over 60 articles, this
study aims to contribute to the existing body of knowledge and inform further research and
policy development in the realm of multiculturalism and community integration.

Historical Context of Vietnamese Migration to Australia

Vietnamese migration to Australia has a historical context that spans several decades.
The roots of the Vietnamese community in Australia can be traced back to one of the most
tumultuous periods in Vietnam's history —the Vietnam War, which spanned from 1955 to
1975. The war was a brutal and protracted conflict that resulted in widespread devastation,
loss of life, and the displacement of millions of Vietnamese people. Following the end of the
Vietnam War in 1975, over two million Vietnamese left their homeland due to state repression
in post-war communist Vietnam (Loretta et al., 2017).

A significant number of those fleeing the war were referred to as "boat people" due to
their often perilous journeys across the South China Sea in overcrowded and unseaworthy
vessels. These refugees faced extreme hardships, including the risk of piracy, shipwrecks, and
treacherous conditions at sea. Their desperate attempts to escape the war's ravages brought
them to the shores of Australia and other countries in the region. Many Vietnamese refugees
arrived in Australia through first asylum camps, while others resettled under the Orderly
Departure Program (ODP 1979-1997) (Allison et al., 2010).

The first significant wave of Vietnamese refugees arrived in Australia in the late 1970s
and early 1980s. This wave of refugees, known as the Indo-Chinese 'boat people', brought
about a large-scale offshore selection of refugees and eventually led to a government-
organized 'orderly departure program' from Vietnam. As a result, the number of Indo-
Chinese born in Australia reached 70,000 by 1982 (Loretta et al., 2017). The Australian
government responded to the humanitarian crisis by actively participating in the resettlement
of refugees. Many Vietnamese who found their way to Australia came from refugee camps in
Southeast Asian countries, including Malaysia, Indonesia, and Thailand. Australia provided
them with refuge and a chance for a fresh start. This influx of refugees had a significant impact
on the Vietnamese diaspora in Australia, creating tensions between the established
community and the more recent arrivals. The established community, who had been in
Australia for a more extended period, had different characteristics and connections to their
homeland than the newer arrivals (Ruth et al., 2018). These early refugees faced numerous
challenges upon their arrival. The language barrier was one of the most significant hurdles,
as many Vietnamese refugees needed more knowledge of English. Additionally, they had to
adapt to a different culture and environment, starkly contrasting their homeland.
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The Vietnamese diaspora in Australia is characterised by intra-group differences in
origins, socio-demographic characteristics, migration experience, gender, and generation
(Chi, 2021). Vietnamese Australians have developed complex relationships with Vietnam and
Sydney, with water as a frequent reference point in their associations with places (Nathalie,
Years of Separation: Vietnamese Refugees and the Experience of Forced Migration after 1975,
2019). Vietnamese professional migrants have also been the subject of little research,
highlighting a gap in understanding their mobilities (Giang, 2023). The national identity of
Vietnamese diasporas in Australia has been shaped by factors such as language barriers,
cultural differences, and ideological conflicts. Overall, the historical context of Vietnamese
migration to Australia encompasses forced migration, family separation, and the ongoing
experiences of Viethnamese communities in a multicultural society.

As we delve into the subsequent sections of this paper, we will explore how the
Vietnamese community adapted to their new home and preserved their cultural identity
while integrating into Australian society. Their story is one of resilience and determination,
which continues to be a testament to Australia's enduring principles of multiculturalism and
inclusivity.

Challenges and Adaptation
Initial Settlement Experiences

A series of formidable challenges marked the initial settlement experiences of
Vietnamese refugees in Australia. For many, arriving in a new and unfamiliar country was a
profound and life-altering event. Leaving behind their homeland, families, and everything
they had known, they embarked on a journey toward an uncertain future. The process of
acclimatisation to Australian society required immense resilience and adaptability.

The initial settlement experiences of Vietnamese in Australia were shaped by factors
such as class, gender, generation, regional background, and the refugee status of the migrants.
The resettlement journey often began in refugee camps, where families were selected for
migration based on humanitarian criteria. Vietnamese refugees and asylum seekers faced
debates and resistance in the Australian government and society, with the language used to
describe them reflecting pragmatism and resistance (Loretta et al., 2017). Upon their arrival in
Australia, Vietnamese refugees were confronted with the complexities of building a new life,
from securing housing to navigating a foreign legal and social system. The Vietnamese-
Australian community also faced stigmatisation due to their association with the drug trade,
particularly heroin, which resulted in high rates of incarceration and social exclusion (Stevens,
2012).

However, the established Viethamese community in Australia, which includes recent
arrivals, is well-educated and actively connected to modern Vietnam through transnational
linkages (Evans, 2014). Vietnamese Australians have complex relationships with their
homeland and Sydney, with water being a frequent reference point in their memories and
connections to place (Allison et al., 2010). Over the past decades, the spatial distribution and
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concentration of Vietnamese communities in Australia have changed, with an increasing
dispersion into the broader Australian community (Coughlan, 2008). Although full of hope
and opportunity, this transition was undeniably challenging and emotionally taxing.

Language Barriers and Communication Challenges

The language barrier was one of the most significant obstacles faced by the Vietnamese
community in Australia. The Vietnamese community in Australia has bridged the language
barrier by maintaining the Vietnamese language across generations within families (Minh et
al., 2023). Additionally, Vietnamese-Australian parents have reported family language
policies; 35.6% of Vietnamese-Australian families have a family language policy (Van et al.,
2022) aimed at maintaining Vietnamese at home, with some using Vietnamese with the
nuclear family, Vietnamese outside the nuclear family, English at home, and English outside
the home as language policies (Nguyen, 2023). This effort is crucial as it helps preserve the
Vietnamese language and culture within the Vietnamese-Australian community, preventing
a shift towards English language dominance and home language loss (Tran, 2022). Moreover,
the community's focus on preserving the Vietnamese language benefits communication,
strengthens family relationships, and supports study and work in Australia (Van et al., 2022).
Most Vietnamese refugees had limited or no proficiency in English, and this linguistic gap
hindered effective communication and integration. Language skills were crucial for securing
employment, accessing services, and participating in the broader community.

Government and community organisations recognised the importance of language
acquisition and implemented English language programs to support refugees. This includes
proficiency in both Vietnamese and English languages. Language proficiency is essential for
effective communication and building relationships within the Vietnamese community and
broader Australian society (Nguyen, 2023). Vietnamese refugees should also be able to
maintain and use their Vietnamese language, as it helps preserve cultural identity, maintain
bonds with relatives, and build friendships (Giang, 2023). Additionally, proficiency in English
is crucial for various aspects of life, such as work, education, and media consumption (Tran,
2022). Navigating languages and cultures is essential for successful integration and adaptation
in Australian society (McLeod et al., 2019). Therefore, Vietnamese refugees in Australia need
to have strong linguistic skills in order to integrate into Australian society.

Cultural Differences and Cultural Shock

Cultural differences and shock also marked the Vietnamese community's journey in
Australia. The contrast between their home culture and the Australian way of life was often
stark. Differences in social norms, customs, and expectations presented challenges in
navigating their new environment. The challenges faced by the Viethnamese community in
Australia due to cultural differences include language barriers, cultural differences, and
ideological conflicts (Giang, 2023). These challenges can affect the process of acculturation and
integration into the Australian multicultural society (Minh et al.,, 2023). However, the
Vietnamese diasporas have also been able to preserve and promote their traditional
Vietnamese culture, contributing to forming a unique community identity (Loretta et al., 2017)
(Nguyen, 2023). The Vietnamese community in Australia has developed cultural flexibility,

107



Jurnal Sosial Politik

ISSN 2621-5764
ESOLUSI Vol.6 No.2 Jul-Dec 2023

which has helped them adapt and integrate into the local multicultural society without losing
their Vietnamese identity (Nunn, 2017). Additionally, intra-group differences in class, gender,
generation, and regional background can impact the development of diaspora and
community identity among Vietnamese migrants in Australia. These challenges and
differences highlight the complex process of negotiating multiple national spheres and
belonging for Viethamese migrants and their descendants in Australia.

The Vietnamese community in Australia faced several challenges due to cultural
differences. One of the challenges was the inability to access and utilise healthcare services,
mainly dementia services, which resulted in higher levels of caregiver burden and poor
knowledge of available healthcare services related to dementia (Lily et al., 2015). Another
challenge was the impact of language barriers in accessing services, which hindered
communication and understanding between the Viethamese community and healthcare
providers (Loretta et al., 2017). Additionally, there were tensions between recent arrivals and
the established Vietnamese community, as the former were more connected to modern
Vietnam and had different characteristics and experiences (Nunn, 2017). Furthermore,
Vietnamese Australians had to navigate multiple competing ideas of Australia, such as
ethnocultural and multicultural, which influenced their sense of national (non)belonging
(Tran et al., 2015). These challenges highlight the need for culturally and linguistically
appropriate healthcare services, support for family caregivers, and a nuanced understanding
of national identity for Vietnamese Australians.

Cultural adaptation was a two-way process, with Vietnamese Australians and the
broader Australian society changing to accommodate each other's cultural norms, which
include opportunities and challenges. The challenges include language barriers, cultural
differences, and ideological conflicts (Giang, 2023). These challenges can create disparities in
opinion and understanding between individuals and parties (Nguyen, 2023). However, there
are also opportunities for cultural adaption, integration, and the preservation and promotion
of traditional Vietnamese culture within the multicultural society (Minh et al., 2023) (Kavita
et al, 2022). Viethamese community groups in Australia have formed and developed
community and flexibility, contributing to preserving and promoting Vietnamese culture
(Nunn, 2017). Vietnamese language is being maintained across generations in Vietnamese
families in Melbourne, Australia, as it benefits communication, strengthens relationships, and
supports study and work in Australia (Tran, 2022). However, recent arrivals from Vietham
are actively connected to their homeland through transnational linkages, contributing to
developing a vibrant Viethamese community in Australia (Tran et al., 2015). Acculturation
among Vietnamese Australians is associated with changes in lifestyle behaviours and health
status, such as increased consumption of certain foods, higher levels of physical activity, and
lower prevalence of overweight, obesity, and smoking (Tran et al., 2015). The experiences of
Vietnamese diasporas in the Australian multicultural society highlight both positive
outcomes, such as spreading the Vietnamese cultural image, and challenges, including
ideological conflicts. These findings inform policymakers and administrators about the
evolving dynamics of the Viethnamese community in Australia and the need for cultural
adaptation strategies. The cultural identity of the Vietnamese community in Australia is
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formed and developed based on origin, economic background, education level, and direct
political experience. Migration circumstances, family background, and professional education
influence the process of coexistence and integration among Vietnamese communities. This
dynamic interaction fostered a more prosperous and diverse Australian cultural landscape.

The trauma of War and Its Impact

The trauma of war was an enduring aspect of the Vietnamese community's
resettlement journey. Vietnamese immigrants who arrived as political refugees due to the
Vietnam War experienced distress and potentially traumatic experiences before, during, and
after their migration processes (Nguyen, 2023). Many Vietnamese refugees faced difficult and
unsafe journeys, immigrated separately from family members, and experienced feelings of
loss and lack of support systems in the U.S. (Mengxue et al., 2022). The Vietnamese diasporas
in Australia also faced challenges in their resettlement (Giang, 2023). The exodus of
Vietnamese refugees from post-war communist Vietnam was driven by widespread state
repression, and the process of resettlement under the Orderly Departure Program involved
delays and complexities (Nathalie, 2019). The trauma of war and the stressful context of
immigration likely contributed to the poorer health and mental health disparities experienced
by Vietnamese refugees (Berna et al., 2018). Many refugees carried with them the
psychological scars of the Vietham War, including experiences of violence, loss, and
displacement. These traumatic experiences could have lasting effects on mental health and
emotional well-being.

Recognising the impact of trauma, support services and mental health initiatives were
established to assist the Vietnamese community in addressing their psychological needs.
Vietnamese adults attending Vietnamese-speaking general practices in Australia may
experience psychological distress due to exposure to trauma, lack of support, and a history of
mental health problems (Tiet-Hanh et al., 2018). The stigma surrounding mental illness is
prevalent among Vietnamese and Asian Americans, with cultural beliefs attributing mental
disorders to improper behaviour, weakness, and family disgrace (Thi et al., 2015). However,
despite low English proficiency, Vietnamese Australians with psychosis show comparable or
better functioning than Australian-born patients, possibly due to factors such as living with
family, spirituality, and participation in community rehabilitation programs (Mai et al., 2018).
Further investigation is recommended to understand the role of cultural factors and language
communities' support networks in the Vietnamese Australian community's experience of
mental illness. Over the years, the community has made considerable progress in healing and
coping with the legacy of the war.

Government Support and Resettlement Programs

The Australian government played a pivotal role in facilitating the resettlement of
Vietnamese refugees. The Special Humanitarian Program (SHP), established in 1979, allowed
the Australian government to provide refuge to thousands of Vietnamese refugees. Under this
program, the government prioritised humanitarian principles and aimed to help those in dire
need.
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The Australian government's response to humanitarian needs, mainly through the
Special Humanitarian Program, has been a significant aspect of their approach. Australia has
a long history of accepting refugees and displaced persons, with over 800,000 settling there
since 1945 (McDougall, 2021). The Special Humanitarian Program (SHP) is an essential
component of Australia's planned Humanitarian Program, with places allocated each year for
refugees and others with humanitarian needs (Janet, 2015). The SHP places are shared
between offshore humanitarian applicants, refugees granted onshore Protection visas, and
immediate family members of visa holders already in Australia (Lewis et al., 2014). The
government's focus for resettlement has been on refugees from Africa, Asia, and the Middle
East (Elibritt et al., 2010). The effectiveness of Australia's humanitarian assistance has been
recognised, with its response to the Horn of Africa humanitarian crisis in 2011 being
commended for its speed, flexibility, and coordination efforts (Janet, 2015).

The Special Humanitarian Program (SHP) of Australia had a significant impact on the
lives of Vietnamese refugees. The program provided a pathway for refugees to seek protection
and resettlement in Australia (Chia, 2020). However, the program also faced criticism for its
limited scope and the prioritisation of refugees who were "job ready" and had English-
language skills (Rosie et al., 2022). This approach undermined the principle of resettling the
most vulnerable refugees and raised concerns about the market-driven outsourcing and
privatisation of Australia's refugee resettlement priorities (Martina et al., 2021). Additionally,
the shift towards neoliberal imperatives of productivity and self-sufficiency in Australian
refugee settlement policies further affected the experiences of Vietnamese refugees, as they
were expected to participate in the labour market (Asher et al., 2019). Overall, while the SHP
provided opportunities for Vietnamese refugees to find safety and rebuild their lives in
Australia, it also highlighted the challenges and limitations of Australia's refugee policies.

The resettlement process included providing Vietnamese refugees with housing,
language classes, and healthcare access. The resettlement program of Vietnamese in Australia
has shown changes over time, with the proportion of refugees declining from almost all
migrants in the period 1975-1981 to only 23% of those who arrived in 1991-1993 (Evans, 2014).
Vietnamese refugees resettled in Australia for 11 years exhibited sound mental health
adaptation and did not impose a burden on general or mental health services (Zachary et al.,
2005). As the Vietnamese immigrants lived longer in Australia, they showed changes in health
behaviours, with decreased smoking rates but increased daily exercise and consumption of
takeaway foods (Kaye et al., 2001). These changes were essential in easing their transition into
Australian society and promoting their integration. In addition, the fall of Saigon led to the
institutionalisation of intercountry adoption in Australia, which opened the doors for other
government-sanctioned adoption programs within two years (Patricia, 2012). The Vietnamese
Australian community formed an enclave economy which was uniquely well-positioned as
an ethnic enclave economy to take advantage of the growing demand for illicit drugs,
especially heroin (Evans, 2014). By the same token, the Vietnamese Australian community
faced exclusion from economic and social opportunity in its formative years. The spatial
distribution and concentration of Vietnamese communities in Australia have gradually
changed, with an increasing dispersion of Vietnamese Australians into the broader Australian
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community over the past two decades (Coughlan, 2008). In other words, the Vietnamese
community in Australia grew over the years, with refugees and their families forging new
lives and contributing to Australia's cultural diversity.

Generational Shifts and Dual Identity

The Vietnamese community in Australia has experienced significant generational
shifts over the decades, with the emergence of second and third generations born and raised
in the country. Second and third-generation Vietnamese Australians in Australia have
experiences that involve preserving and developing their cultural identity within the
multicultural society. They actively maintain the Vietnamese language within their families,
recognising its benefits in communication, strengthening relationships, and supporting study
and work in Australia (Nguyen, 2023). These generations also face language barriers, cultural
differences, and ideological conflicts, but they adapt and integrate into Australian society,
spreading the Vietnamese cultural image (Giang, 2023). The experiences of these generations
highlight the cultural flexibility and community formation among Vietnamese Australians,
which is influenced by factors such as origin, economic background, education level, and
political experience (Tran, 2022). The values of harmony and solidarity brought by
Vietnamese refugees have been preserved across generations, with the younger generation
embracing and practising these values as valuable resources (Minh et al., 2023). Overall, the
experiences of second and third-generation Vietnamese Australians involve navigating
cultural adaptation, maintaining cultural capital, and contributing to the multicultural fabric
of Australian society.

The second generation, typically born to first-generation Vietnamese immigrants,
often grapples with the dual identity of being Vietnamese by heritage and Australian by birth.
Vietnamese Australians express their dual identity in various ways. They navigate the
intercultural borderland by engaging with the interplay between the strange and the familiar
in specific contexts (McKenzie, 1999). They maintain certain traditional Vietnamese cultural
values and Confucian ideals while adopting behavioural characteristics from mainstream
Australian culture (Thu-Huong et al., 2003). They also experience a contrast between Vietnam,
remembered as an interlinked sensual and social world, and Australia, which is viewed as a
harsh, spacious, empty, dry continent (Thomas, 2004). Additionally, diasporic Vietnamese
cultural producers create diverse representations of Vietnam, often nostalgic, for both
diasporic Vietnamese and Western audiences outside of Vietnam (Scott et al., 2010). The
nature of the Vietnamese diaspora in Australia impacts their connections with the homeland,
with ties to the motherland being influenced by the perception of being a victim or refugee
diaspora (Ben-Moshe et al., 2016).

Having a dual identity as a Vietnamese Australian presents both challenges and
benefits. On the one hand, the Vietnamese-Australian community has faced stigmatisation
due to an association with the drug trade, leading to high rates of incarceration and social
exclusion (Evans, 2014). On the other hand, higher degrees of acculturation among
Vietnamese Australians have been associated with positive lifestyle behaviours and better
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health outcomes, such as increased consumption of healthy foods, higher levels of physical
activity, and lower prevalence of overweight, obesity, and type 2 diabetes (Tran et al., 2015).
Additionally, the Vietnamese diaspora in Australia has created vibrant transnational linkages
and connections to modern Vietnam, which can provide a sense of community and belonging
for recent arrivals. However, tensions may arise between established community members
and recent arrivals due to differences in education and level of connection to Vietham (Ben-
Moshe et al., 2016). They have been raised in a multicultural environment, which has led to
the development of a unique cultural identity that combines elements of their parents'
Vietnamese culture and the Australian culture they experience daily. This dual identity can
present opportunities and challenges as they navigate their roles in their families and the
broader society.

For the second and third generations of Vietnamese Australians, striking a balance
between their Vietnamese heritage and Australian culture is a multifaceted journey.
Vietnamese-Australians balance their Vietnamese heritage and Australian culture by
navigating multiple national spheres and negotiating their sense of belonging. They engage
in a dynamic and dialogic process of negotiating competing ideas of Australia as ethnocultural
and multicultural (Ben-Moshe et al, 2016). The Vietnamese diaspora in Australia is
characterised by intra-group differences in origins, socio-demographic characteristics, and
migration experiences, which impact the development of diaspora and community identity
(Loretta et al.,, 2017). Vietnamese-Australians maintain ties to their homeland through
language proficiency, use, and maintenance, with Vietnamese being their most proficient
language used in various social contexts (Nunn, 2017). The impact of being perceived as a
victim or refugee diaspora influences their connections with the homeland (McLeod et al.,
2019). The generational shifts within the Vietnamese diaspora in Australia also shape their
connections with their Vietnamese heritage and Australian culture (Maki et al., 2020).

Vietnamese-Australians may be fluent in English and have grown up with Western
cultural influences. However, they also maintain strong connections to their Vietnamese roots
through traditions, values, and family ties. Viethamese-Australians balance their Vietnamese
heritage and Australian culture by navigating their bilingual/bicultural identity, utilising
English as a tool for communication, and maintaining a strong sense of ethnicity. They
perceive themselves as unbalanced bilinguals with more excellent proficiency in English than
in Vietnamese (Sharynne et al., 2023). However, they still maintain a solid connection to their
Vietnamese heritage, internalising the idea of "being culturally Viethamese" and expressing it
through language portraits (Dam, 2023). Vietnamese-Australians also affiliate themselves
with Australian-ness through lived experiences, while their connection to Vietnam is
influenced by factors such as birthplace, ethnicity, and plans (Minh et al., 2023). They form a
unique cultural identity within the Australian multicultural society, preserving and
promoting traditional Vietnamese culture while adapting and integrating into the local
community (Giang, 2023). This balance is influenced by language barriers, cultural
differences, and ideological conflicts, which can both facilitate and hinder their integration
(Nguyen, 2023). This balance often extends to choices in dress, food, and social customs,
creating a rich tapestry of cultural integration. The process of negotiating these dual identities
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can be complex. It requires an understanding and appreciation of both cultures and the ability
to adapt to various situations. The Vietnamese community in Australia has been instrumental
in providing support and guidance to these younger generations as they navigate the intricate
terrain of cultural identity.

Generational shifts within the Vietnamese community have influenced the internal
dynamics and played a role in cultural exchange within and outside the community. The
younger generations often serve as bridges between the Viethamese community and the
broader Australian society. They bring elements of their heritage into mainstream Australian
culture through music, food, fashion, and art, thereby enriching the nation's multicultural
landscape. Conversely, they engage with Australian culture in various ways, fostering cross-
cultural understanding and appreciation. This cultural exchange extends to educational
institutions, workplaces, and social settings, contributing to the integration of the Vietnamese
community into the broader Australian society.

Navigating the Cultural Crossroads

The preceding sections that explore the experiences of the Viethamese community in
Australia offer a wealth of valuable insights into the intricacies of cultural adaptation and
integration in a multicultural framework. This discussion delves into critical themes by
examining historical contexts, challenges encountered, and the community's dynamic
response to these challenges.

First, multiculturalism as a driving force. Multiculturalism has been a cornerstone of
Australia's society and has been integral in shaping the integration trajectory of the
Vietnamese community. Through initiatives like the Special Humanitarian Program,
Australia has demonstrated its unwavering commitment to providing a safe haven for those
escaping conflict and promoting a society that values and embraces cultural diversity. This
guiding principle has allowed the Vietnamese community to retain its cultural identity while
fully engaging in the wider Australian social fabric.

Second, resilience in the face of challenges. The Vietnamese community encountered
a range of complex challenges, particularly during their initial settlement phase. Overcoming
language barriers, cultural differences, and the lasting impact of war could have posed serious
obstacles to successful integration. Nevertheless, the community's remarkable resilience and
determination have been instrumental in overcoming these difficulties. By establishing
cultural enclaves, language programs, and mental health initiatives, the community has
fostered a sense of cohesion and empowerment, enabling them to build a brighter future.

Third, the role of education in integration. Education plays a pivotal role in integrating
the Vietnamese community into Australian society. Notably, the academic and professional
success of second and third-generation Vietnamese Australians has propelled them to become
valuable members of the broader community. Educational institutions have been
instrumental in promoting cross-cultural understanding, nurturing friendships, and

113



Jurnal Sosial Politik

ISSN 2621-5764
ESOLUSI Vol.6 No.2 Jul-Dec 2023

dismantling stereotypes, all of which contribute to building a more interconnected and
inclusive society.

Fourth, dual identity and cultural exchange. The Vietnamese community has
experienced generational shifts that have led to a sophisticated comprehension of dual
identity. The second and third generations, who have grown up with their parents' cultural
heritage and the Australian culture, embody a dynamic interplay of traditions and
contemporary values. This dual identity is a deeply ingrained aspect of the Vietnamese
community. It promotes cultural exchange within the community and broader Australian
society, leading to a more diverse and enriched cultural landscape.

As the Vietnamese community in Australia grows and changes, it is important to
recognise opportunities for progress and development. Ongoing support for government
policies that promote multiculturalism, social unity, and access to education is crucial.
Encouraging initiatives that foster cross-cultural dialogue and understanding will help
strengthen ties between the Viethamese community and Australian society as a whole.

The story of the Vietnamese community in Australia is one of adaptability, strength,
and successful integration. By embracing and celebrating the unique contributions of this
community, Australia can continue to enhance its multicultural tapestry and uphold its
commitment to inclusivity as a defining feature of its national identity.

Conclusion

The Vietnamese community in Australia arrived as refugees but has since successfully
integrated into Australian society through determination, cultural preservation, and the support
of the Australian government’s Special Humanitarian Program. The Vietnamese community
faced challenges such as language barriers, cultural differences and the trauma of war, but they
adapted, learned new languages, and preserved their cultural identity. Their cultural enclaves,
cuisine and festivals serve as sources of pride, bridging the gap between their heritage and
Australian culture. The younger generation navigates a dual identity, adding depth to the
broader Australian cultural landscape and promoting cross-cultural understanding.
Government policies promoting multiculturalism and social cohesion have supported the
growth of the Vietnamese community in Australia. Celebrating diversity and encouraging
active participation of all cultural groups have provided a framework for inclusion and a
testament to the principles of multiculturalism. The Vietnamese community’s success story
reaffirms that diversity is a source of strength and enrichment for any nation. As Australia
continues to evolve, so does the Vietnamese community’s story. Their journey is an enduring
inspiration, a testament to the human spirit, and a shining example of successful cultural
adaptation and integration in a diverse and inclusive society.
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Abstrak

Pemilihan umum 2024 di Indonesia diperkirakan akan ditandai oleh partisipasi dominan generasi
milenial dan Gen Z. Generasi ini menunjukkan perilaku politik yang berbeda karena kritis dan terbuka
terhadap informasi politik. Hal ini dipengaruhi oleh budaya digital yang berkembang pesat. Pergeseran
ini menekankan relevansi etika politik sebagai fondasi kunci bagi kedewasaan politik, terutama di
kalangan milenial. Dalam konteks pemilu, pilihan yang berbeda menuntut fokus sentral pada etika
politik, dengan penekanan pada saling menghormati. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif
sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan integritas demokratis pemilu 2024. Menggunakan
studi literatur dan analisis kualitatif, penelitian ini mengusulkan tindakan tertarget: peningkatan
pendidikan politik milenial, penekanan media pada pelaporan politik yang faktual untuk mengurangi
risiko disinformasi, dan partisipasi aktif milenial untuk meningkatkan representasi demokratis.
Rekomendasi penelitian ini didasarkan pada pemahaman menyeluruh tentang proses pemilihan umum,
menekankan pentingnya perilaku politik etis bagi partisipasi berkomitmen dan bertanggung jawab
generasi milenial dalam membentuk masa depan demokratis Indonesia.

Kata kunci: generasi milenial, etika politik, pemilu 2024, pendidikan politik, faktualitas media

Pendahuluan

Dalam konteks pemilihan umum, partisipasi publik sangat penting dalam
menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Proses pemilihan umum berfungsi sebagai sarana
untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemilihan pemimpin yang aspiratif, berkualitas,
dan bertanggung jawab (Wardhani, 2018). Penting untuk diakui bahwa dalam negara
demokrasi, pemilihan umum memiliki arti penting sebagai sarana untuk menyalurkan hak-
hak politik dan memastikan partisipasi publik dalam kehidupan politik (Febriyanto &
Firman, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif, misalnya, memainkan peran
penting dalam membentuk lanskap politik suatu wilayah (Arniti, 2020). Faktor-faktor yang
mempengaruhi probabilitas pelaksanaan hak politik dalam pemilihan presiden termasuk
keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik, memungkinkan mereka menentukan
pembuat kebijakan mereka (Anderson & Kuswanto, 2021). Selain itu, partisipasi politik
masyarakat dalam pemilihan lokal dipengaruhi oleh kesadaran dan kepercayaan mereka
terhadap pemerintah, serta pengetahuan mereka tentang politik (Hemafitria dkk., 2021).

Dalam konteks pemilihan umum, perilaku etis para aktor politik dan kepatuhan pada
etika politik sangat penting. Etika politik dipandang sebagai bentuk kepatuhan pada prinsip
moral, mencerminkan komitmen seorang politisi pada perilaku etis, yang penting untuk
pemeliharaan kepercayaan publik dan integritas proses pemilihan umum (Febriany & Dewi,
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2021). Lebih jauh lagi, komunikasi politik memainkan peran penting dalam meningkatkan
partisipasi pemilih, karena berfungsi sebagai sarana untuk melibatkan dan memobilisasi
pemilih, sehingga berkontribusi pada promosi praktik pemungutan suara yang etis dan
informatif (Sa'ban dkk., 2020). Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pemilihan lokal
dianggap sebagai aspek penting dari masyarakat yang demokratis, mencerminkan
karakteristik modernisasi politik dan menekankan pentingnya keterlibatan politik dalam
kerangka demokrasi (Hemafitria dkk., 2021). Lebih lanjut, proses demokrasi, partai politik,
dan pemilihan pemimpin daerah saling terkait, menyoroti pentingnya perilaku etis dan
integritas politik dalam proses pemilihan umum (Sulaeman, 2017).

Etika politik memainkan peran penting dalam memastikan integritas proses
pemilihan umum dan promosi perilaku etis di antara aktor politik. Komunikasi politik,
partisipasi masyarakat, dan proses demokrasi semuanya dipengaruhi oleh perilaku etis para
aktor politik, menggarisbawahi pentingnya menegakkan etika politik dalam konteks
pemilihan umum. Perilaku etis dan integritas politik penting untuk memupuk kepercayaan
publik, mempromosikan praktik pemungutan suara yang informatif, dan memajukan cita-
cita demokratis dari proses pemilihan umum.

Bagaimana dengan etika politik pemilih (masyarakat), terutama generasi milenial?
Perilaku etis pemilih milenial dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh berbagai faktor,
termasuk keterlibatan mereka dengan media sosial, komunikasi politik, dan literasi dalam
masalah politik. Studi telah menunjukkan bahwa budaya politik pemilih milenial, khususnya
dalam konteks pemilihan lokal, dibentuk oleh penggunaan teknologi instan dan canggih
mereka, seperti platform media sosial, untuk terlibat dalam wacana politik dan
mengekspresikan pendapat mereka (Fauzi, 2023).

Era pasca-reformasi telah menyaksikan perubahan signifikan dalam cara generasi
milenial memanfaatkan internet dan media sosial untuk mengekspresikan pendapat politik
mereka, mencerminkan rasa kebebasan dan ekspresi yang meningkat di antara kelompok
demografi ini (Susanto & Irwansyah, 2021). Selain itu, preferensi terhadap media sosial di
kalangan pemilih milenial telah diamati secara signifikan memengaruhi pengetahuan mereka
tentang calon legislatif, menunjukkan pengaruh platform digital terhadap kesadaran politik
dan pengambilan keputusan mereka (Febriani, 2020). Penggunaan media sosial berbasis
internet sebagai alat komunikasi politik telah menjadi fenomena yang menonjol dalam
membentuk perilaku politik pemilih milenial, khususnya dalam konteks pemilihan lokal
(Komariah & Kartini, 2019). Selain itu, upaya untuk meningkatkan literasi politik di kalangan
kaum muda melalui komunikasi media telah menjadi instrumen penting dalam
mempromosikan partisipasi politik yang berpengetahuan dan etis di kalangan demografi
milenial (Nugraha et al., 2021). Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana etika politik
generasi milenial dalam pemilu 2024? Terutama ketika Indonesia mengadakan pemilu dit
tahun tersebut. Apa upaya yang perlu diantisipasi untuk menghadapi pemilih yang
cenderung terbuka terhadap arus informasi tersebut?

120



Jurnal Sosial Politik

ISSN 2621-5764
ESOLUSI Vol.6 No.2 Jul-Dec 2023

Metode

Dalam penelitian ini, metode kualitatif dengan data pustaka digunakan untuk
menganalisis etika politik generasi milenial dalam pemilu 2024. Metode ini dipilih karena
penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan holistik tentang
fenomena sosial yang diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Tahap awal, peneliti
melakukan studi literatur untuk mengkaji teori dan konsep yang relevan dengan penelitian
ini. Studi literatur dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya
yang membahas tentang etika politik, generasi milenial, dan pemilu. Berdasarkan hasil studi
literatur, peneliti merumuskan definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti.
Misalnya, definisi operasional dari variabel "etika politik" adalah seperangkat nilai dan norma
yang mengatur perilaku para pelaku politik dalam menjalankan aktivitas politiknya.

Peneliti kemudian mengumpulkan data pustaka dari berbagai sumber, seperti buku,
jurnal, artikel, atau dokumen lainnya. Data pustaka tersebut dikumpulkan dengan
menggunakan teknik pencarian literatur yang relevan, seperti pencarian menggunakan kata
kunci, pencarian berdasarkan topik, atau pencarian berdasarkan penulis. Data pustaka yang
telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan
menggunakan teknik analisis tematik, analisis naratif, atau analisis diskursif. Hasil analisis
data pustaka kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Pola Perilaku Politik di Dunia Maya

Transformasi politik di Indonesia tidak terlepas dari peran media massa. Media
massa memiliki peran penting dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku
politiknya. Dalam merespons perubahan politik pasca Orde Baru, media massa menyajikan
informasi yang beragam dan cenderung independen. Hal ini mendorong masyarakat untuk
lebih kritis dalam menyikapi isu-isu politik.

Perubahan perilaku politik masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor kulturalisasi.
Generasi milenial, yang tumbuh dan berkembang di era digital, memiliki pandangan politik
yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial lebih kritis dan terbuka
terhadap informasi politik. Media massa juga memainkan peran penting dalam komunikasi
politik. Kampanye politik tidak bisa terlepas dari pengaruh media massa, baik media cetak
maupun elektronik.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh LSI Denny JA pada bulan Oktober-November
2023 menunjukkan bahwa generasi milenial lebih tertarik dengan branding yang ekspresif
dan menggemaskan. Hal ini terbukti dari hasil survei yang menunjukkan bahwa suara untuk
salah satu peserta pemilu meningkat dari 36,9% menjadi 41,6% setelah peserta tersebut
menggunakan branding yang menggemaskan.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menyatakan bahwa 55-60%
pemilih dalam Pemilu 2024 didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Oleh karena itu,
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generasi muda perlu memahami visi misi para calon peserta pemilu sebelum menentukan
pilihannya.

Pola perilaku politik pada media massa terbukti berubah dengan generasi milenial
sebagai pelaku utama. Berbeda dengan pemilu 2019 lalu yang diwarnai dengan konten berita
hoaks dan politik identitas, pemilu 2024 diprediksi akan lebih terbuka dan reaktif terhadap
perubahan. Hal ini disebabkan oleh generasi milenial yang tumbuh di tengah perubahan
politik besar-besaran di Indonesia.

Generasi milenial cenderung lebih terbuka dalam memandang politik maupun
ekonomi, serta reaktif terhadap segala perubahan yang terjadi di sekeliling mereka. Oleh
karena itu, memahami latar belakang dan aspirasi generasi milenial menjadi kunci
kemenangan dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, generasi milenial memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap hasil Pemilu 2024. Preferensi pemilu yang bergeser dari pemilu
sebelumnya kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan pola perilaku politik generasi

milenial.

Relevansi dengan Etika

Dalam konteks teori etika, penting untuk mempertimbangkan teori etika normatif
seperti utilitarianisme, deontologi, dan teori berbasis hak. Teori-teori ini menyediakan
kerangka kerja untuk mengevaluasi tindakan manusia berdasarkan norma atau aturan yang
telah ditetapkan (Riduwan & Andayani, 2018). Selain itu, manifestasi teori psikoanalisis
dalam etika bisnis dan dampaknya terhadap kegagalan etika telah diteliti, menunjukkan
relevansi teori psikologis dalam memahami perilaku etis (Amalia & Hamidah, 2023).

Menurut Jimly Asshiddigie, pemimpin yang baik adalah panutan yang mampu
diteladani oleh masyarakat. Dalam Pemilu 2024, kita harus memilih pemimpin yang memiliki
kualitas yang dapat ditiru. Selain itu, Jimly juga berpendapat bahwa ilmu tata negara harus
direkonstruksi menjadi ilmu tata bangsa yang tidak hanya mencakup hukum tata negara,
tetapi juga etika.

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan pemimpin dalam negara republik
Indonesia yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pada masa menjelang pemilu, publik
selalu hangat membahas mengenai calon-calon pemimpin yang akan memimpin negara.
Pemilu 2024 yang didominasi oleh pemilih dari generasi milenial menjadi sesuatu yang
menarik karena perubahan pola-pola dalam berpolitik.

Perubahan pola ini didukung oleh teknologi yang mampu mempresentasikan situasi
politik terkini dengan cepat dan responsif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bebas
dan terbuka dalam menyampaikan argumennya untuk menanggapi isu-isu politik. Namun,
Pemilu 2019 menjadi tolak ukur pembelajaran karena banyaknya argumen yang memecah
belah masyarakat dengan ujaran kebencian dan konten hoaks.

Oleh karena itu, segala sikap yang dituangkan dalam berpolitik perlu ditinjau dari
segi etika. Etika dalam berpolitik menjadi hal yang sangat penting untuk menunjukkan
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kedewasaan kita dalam berpolitik, terutama pada generasi milenial. Dalam pemilu, tentunya
terjadi perbedaan dalam menentukan pilihan pemimpin yang diharapkan. Perbedaan ini
menjadikan etika politik menjadi hal yang sentral karena penting untuk bisa saling
menghormati satu sama lain.

Menurut data yang dihimpun oleh Narasi News Room melalui konten Instagramnya,
sebanyak lebih dari enam ribu akun menyukai salah satu konten yang berisi gagasan salah
seorang calon presiden yang disampaikan dalam acara Indonesia Millenial and Gen-Z
Summit 2023 pada tanggal 24 November 2023. Gagasan tersebut membahas tentang sulitnya
lowongan pekerjaan yang akan dihadapi oleh generasi mendatang. Konten tersebut
menggunakan hipotesis bahwa jika lowongan pekerjaan semakin sulit, maka angka
pengangguran di Indonesia akan meningkat.

Namun, para responden konten tersebut justru menguji kembali gagasan tersebut
dengan praktiknya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi milenial sudah bersikap sesuai
dengan seharusnya, yaitu mengkorelasikan antara teori dan praktik. Dewasa ini, relevansi
teori etika dalam kehidupan bermasyarakat sudah mulai berubah, tetapi belum secara masif.
Masih banyak narasi-narasi kebencian yang muncul dari berbagai responden di media massa.
Narasi-narasi tersebut digunakan untuk menyerang kandidat lain dalam rangka mendulang
suara.

Seyogyanya, gagasan yang disampaikan oleh peserta pemilu haruslah mengandung
nilai-nilai akademis dan humaniora. Dalam hal ini, masyarakat, terutama generasi milenial,
harus lebih aktif lagi dalam menggaungkan gagasan yang positif. Hal ini bertujuan agar
perbedaan pendapat dalam perdebatan tidak mengandung ujaran kebencian.

Upaya Preventif

Pemilu merupakan momen penting dalam sebuah negara demokrasi. Media massa
memiliki peran penting dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat, terutama di
kalangan generasi milenial. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk memastikan
dukungan pada pemilu 2024 tetap berjalan dengan adil dan demokratis.

Upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah perpecahan antara pihak pro
dan kontra dalam pemilu adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan politik. Pendidikan
politik penting untuk meningkatkan pemahaman generasi milenial tentang proses pemilu,
berargumen secara kritis, dan mendorong partisipasi yang sadar. Dengan pendidikan politik,
generasi milenial dapat memahami pentingnya pemilu dan memilih pemimpin yang tepat.

Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai jalur, baik formal maupun
informal. Pendidikan formal dapat diberikan melalui kurikulum sekolah, sedangkan
pendidikan informal dapat diberikan melalui berbagai lembaga pendidikan nonformal,
seperti LSM, organisasi kepemudaan, dan perguruan tinggi. Pendidikan politik yang
berkualitas harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pemilu,
mulai dari tahapan pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan
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suara. Selain itu, pendidikan politik juga harus mampu mendorong generasi milenial untuk
berargumen secara kritis dalam menyikapi isu-isu politik.

Kedua adalah faktualitas media. Media massa yang menekankan faktualitas dapat
memberikan informasi yang akurat dan obyektif. Hal ini dapat mengurangi risiko
penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian yang dapat mempengaruhi opini pemilih.
Media massa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, media
massa perlu menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, seperti akurasi, obyektivitas,
dan imparsialitas. Media massa juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk
menyaring informasi yang diterima dari media. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi
yang beredar, dan tidak mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya.

Ketiga yaitu partisipasi aktif. Partisipasi aktif generasi milenial dalam pemilu dapat
memberikan representasi yang lebih baik dalam proses demokrasi. Dengan partisipasi aktif,
generasi milenial dapat menyuarakan aspirasinya dan ikut menentukan masa depan bangsa.
Partisipasi aktif generasi milenial dalam pemilu dapat didorong melalui berbagai cara, seperti
memberikan pendidikan politik, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi partisipasi politik.

Pemerintah, masyarakat, dan media massa perlu bekerja sama untuk memastikan
bahwa upaya preventif tersebut dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, pemilu 2024
dapat berjalan dengan adil dan demokratis, serta dapat menghasilkan pemimpin yang
berkualitas.

Penutup

Pemilu 2024 di Indonesia diprediksi akan didominasi oleh generasi milenial dan Gen
Z. Generasi ini memiliki pola perilaku politik yang berbeda dengan generasi sebelumnya,
yaitu lebih kritis dan terbuka terhadap informasi politik. Hal ini dipengaruhi oleh faktor
kulturalisasi, di mana generasi milenial tumbuh dan berkembang di era digital.

Perubahan pola perilaku politik generasi milenial ini memiliki relevansi dengan teori
etika. Etika politik menjadi hal yang penting untuk menunjukkan kedewasaan dalam
berpolitik, terutama pada generasi milenial. Dalam pemilu, tentunya terjadi perbedaan dalam
menentukan pilihan pemimpin yang diharapkan. Perbedaan ini menjadikan etika politik
menjadi hal yang sentral karena penting untuk bisa saling menghormati satu sama lain.

Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk memastikan dukungan pada
Pemilu 2024 tetap berjalan dengan adil dan demokratis, sebagaimana telah disebutkan dalam
tulisan ini. Diantaranya, pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik untuk generasi
milenial. Pendidikan politik yang berkualitas dapat memberikan pemahaman yang
mendalam tentang pemilu, sehingga generasi milenial dapat berpartisipasi secara aktif dan
bertanggung jawab. Kemudian, media massa perlu meningkatkan factualitas pemberitaan
politik. Media massa yang mengedepankan factualitas dapat memberikan informasi yang
akurat dan obyektif, sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran berita palsu dan ujaran
kebencian. Yang paling utama, pemerintah dan masyarakat perlu mendorong partisipasi aktif
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generasi milenial dalam pemilu. Partisipasi aktif generasi milenial dapat meningkatkan
kualitas demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Amalia, S. and Hamidah, H. (2023). Pengejawantahan teori psikoanalitik pada etika bisnis.
Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 12(1), 32-47.
https://doi.org/10.21831 /nominal.v12i1.52825

An, J., Kwak, H., Posegga, O., & Jungherr, A. (2019). Political discussions in homogeneous
and cross-cutting communication spaces. Proceedings of the International Aaai
Conference on Web and Social Media, 13, 68-79.
https://doi.org/10.1609/icwsm.v13i01.3210

Anderson, I. and Kuswanto, K. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
probabilitas pelaksanaan hak politik pada pemilihan umum presiden tahun 2019 di
kota jambi (pendekatan regresi logit). JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(2), 142.
https:/ /doi.org/10.24198 /jwp.v6i2.32242

Arniti, N. (2020). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum legislatif di kota
denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329.
https:/ /doi.org/10.38043 /jids.v4i2.2496

Fauzi, H. (2023). Budaya politik pemilih milenial (studi kasus pilkada kabupaten solok
selatan tahun 2020). Journal of Practice Learning and Educational Development, 3(1),
89-94. https:/ /doi.org/10.58737 /jpled.v3i1.98

Febriani, N. (2020). Preferensi media sosial generasi milenial pada tingkat pengetahuan
calon legislatif. Nyimak Journal of Communication, 4(1), 89.
https:/ /doi.org/10.31000/nyimak.v4i1.2225

Febriany, F. and Dewi, D. (2021). Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia.
Jurnal Pendidikan Indonesia, 2(4), 690-695.
https://doi.org/10.36418 /japendi.v2i4.139

Febriyanto, S. and Firman, M. (2023). Napak tilas pemilihan kepala daerah indonesia:
korelasi negara hukum yang demokratis dan amandemen uud 1945. Jurnal Asosiasi
Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han), 2(1).
https:/ /doi.org/10.55292 /japhtnhan.v2i1.65

Hemafitria, H., Novianty, F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi politik dalam pemilihan umum
kepala daerah di desa perapakan kabupaten sambas. Jurnal Pendidikan PKN
(Pancasila Dan Kewarganegaraan), 2(1), 37.
https://doi.org/10.26418 /jppkn.v2i1.45310

Hemafitria, H., Novianty, F., & Fitriani, F. (2021). Partisipasi politik dalam pemilihan umum
kepala daerah di desa perapakan kabupaten sambas. Jurnal Pendidikan PKN
(Pancasila Dan Kewarganegaraan), 2(1), 37.
https:/ /doi.org/10.26418 /jppkn.v2i1.45310

Indrawan, J., Rosa, A., IImar, A., & Nathanael, G. (2021). Partisipasi politik masyarakat di
era politik siber. Journal of Political Issues, 3(1), 1-12.
https://doi.org/10.33019/pi.v3il.44

125



Jurnal Sosial Politik

ISSN 2621-5764
ESOLUSI Vol.6 No.2 Jul-Dec 2023

Komariah, K. and Kartini, D. (2019). Media sosial dan budaya politik generasi milineal
dalam pemilu. Aristo, 7(2), 228. https:/ /doi.org/10.24269/ ars.v7i2.1608

Nugraha, A., Wibowo, K., & Sjoraida, D. (2021). Penyuluhan komunikasi media mengenai
literasi politik bagi kalangan generasi muda di era konvergensi. Charity, 4(2a), 38.
https:/ /doi.org/10.25124/ charity.v4i2a.4230

Riduwan, A. and Andayani, A. (2018). Peran akuntansi dalam pertanggungjawaban sosio-
ekologi. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(2).
https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9012

Sa'ban, L., Wijaya, A., & Doli, L. (2020). Meningkatkan partisipasi pemilih melalui
komunikasi politik. Jisip Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 9(2), 90-97.
https://doi.org/10.33366/jisip.v9i2.2227

Sulaeman, A. (2017). Demokrasi, partai politik dan pemilihan kepala daerah. Cosmogov,
1(1), 12. https:/ /doi.org/10.24198 / cosmogov.v1il.11857

Supit, G. and Wuryanta, A. (2021). Media sosial sebagai media politik dalam pilkada (studi
kasus pemanfaatan media sosial dalam pilkada kabupaten sukabumi 2020). Jurnal

IImu Komunikasi Uho Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi, 6(3),
314. https:/ /doi.org/10.52423 /jikuho.v6i3.17439

Susanto, R. and Irwansyah, I. (2021). Media sosial, demokrasi, dan penyampaian pendapat
politik milenial di era pasca-reformasi. Lontar Jurnal Ilmu Komunikasi, 9(1), 65-77.
https://doi.org/10.30656 /lontar.v9i1.3249

Wardhani, P. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. Jupiis
Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 57.
https:/ /doi.org/10.24114 /jupiis.v10i1.8407

126



Jurnal Sosial Politik ISSN 2621-5764

E S OLUSI Vol.6 No.2 Jul-Dec 2023

Pemindahan Ibu Kota Negara: Pembangunan Kota Inklusif dan
Berkelanjutan

Sandy Ratna Puspitaningrum?, Chotib?, & Husnul Fitri Sundoko3
1Biro Perencanaan - Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan
123Kajian Pengembangan Perkotaan - Universitas Indonesia
Isandy.salsika@gmail.com, 2chotib.m@ui.ac.id 3husnul.fitri20@ui.ac.id

DOI: 10.32699/ resolusi.v6i2.6096
Submitted: 2023-12-10, Revised: 2023-12-25, Accepted: 2023-12-27

Abstrak

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) direncanakan sebagai kawasan representatif bagi
penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk transformasi budaya kerja yang extraordinary. Kawasan
IKN menjadi model pembangunan kota-kota masa depan Indonesia menuju Indonesia yang adil dan
makmur pada tahun 2045. Namun, perencanaannya harus berdasarkan kondisi sosial dan budaya
masyarakat Indonesia yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan
pembangunan IKN yang tidak hanya mengikuti kebijakan yang sedang tren tetapi dikaji secara
mendalam dari segi kebutuhan pembangunan perkotaan yang inklusif bagi masyarakat. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan berdasarkan studi pustaka. Hasilnya menunjukkan
bahwa ruang-ruang interaksi sosial, bangunan publik, dan fasilitas yang disediakan menciptakan
kohesi sosial sebagai representasi kemajuan bangsa. Kriteria pembangunan IKN didasarkan pada teori
bentuk kota yang baik sebagai ukuran kinerja kota berdasarkan 7 dimensi kota yang baik. Dimensi-
dimensi kota menjadi kriteria pembangunan perkotaan, yang menjadi acuan dalam merumuskan
perencanaan IKN agar sesuai dengan tujuan dan harapan bersama kita untuk menyajikan kota yang
inklusif bagi masyarakat.

Kata kunci: pemindahan ibu kota, IKN, good city form, dimensi kota

Abstract

The development of the Nation’s Capital (IKN) is planned as a representative area for the
implementation of government and a form of extraordinary work culture transformation. The IKN area
is a model for the development of Indonesia's future cities towards a just and prosperous Indonesia in
2045. However, planning must be based on the real social and cultural conditions of Indonesian society.
This research aims to examine the planning of the development of IKN that does not only follow a
fashionable policy but is deeply studied in terms of the need of inclusive urban development for society.
The research method in writing is qualitative and based on library research. The results show that social
interaction spaces, public buildings, and the facilities provided create social cohesion as a representation
of national progress. The criteria for the development of IKN are based on the good city form theory as
a measure of city performance based on 7 dimensions of a good city. The dimensions of the city become
criteria for urban development, which become a reference in formulating IKN planning so that it is in
line with our common goals and hopes to present an inclusive city for the people.

Keywords: capital city relocation, IKN, good city form, city dimensions
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Pendahuluan

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2022 dengan nama Nusantara dan mengalami perubahan melalui UU Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan UU IKN dilakukan akibat kondisi Kota Jakarta yang sudah melebihi
kapasitas dan mengkhawatirkan, serta unsur filosofis berupa pemerataan pembangunan dan
penciptaan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Pembangunan IKN akan
menjadi "engine of growth" perekonomian di Pulau Kalimantan dan sekaligus sebagai
"trigger" pemerataan pembangunan di seluruh Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan ini
akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok
logistik, aliran investasi, dan pengembangan teknologi. IKN merupakan cermin
perkembangan peradaban bangsa yang modern berupa kota yang hijau dan berkelanjutan
melalui visi "Kota Dunia untuk Semua". Pembangunan IKN menjadi pemicu transformasi
sosial dan budaya bangsa menuju masyarakat adil dan makmur.

Pembangunan IKN juga dilakukan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah
yang kondusif serta pemerataan pembangunan ke seluruh Indonesia khususnya ke Kawasan
Timur Indonesia (KTI). Kepadatan penduduk dan kesenjangan sosial ekonomi yang kurang
merata serta terkonsentrasi di Pulau Jawa berakibat tidak meratanya pembangunan dan
kesejahteraan di Indonesia. Pemerataan ini menjadi isu yang penting karena perputaran uang
negara hampir 70% berada di Jakarta, padahal luas Jakarta hanya 0,003% dari total luas
daratan Indonesia (Ayundari, 2022).

Desain rencana IKN melalui konsep smart city dikembangkan dengan berbagai
teknologi canggih pendukung di dalamnya. IKN yang diharapkan menjadi kota yang sangat
megah sebagai simbol kemajuan bangsa dan menjadi kota terbaik di dunia. Impian untuk
IKN agar menjadi kota yang paling berbahagia mengalahkan kota-kota terbaik di dunia. Hal
tersebut tentu akan bertolak belakang apabila tidak melakukan elaborasi secara mendalam
terhadap kondisi riill masyarakat baik secara sosial, budaya, dan perekonomian.
Pembangunan IKN perlu memperhatikan aspek sosial perekonomian, aspek etik-humanis-
nya, dan kesiapan SDM.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia maju perlu dilakukan secara
transformatif. Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik
berupa pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Pembangunan IKN sebagai
kota masa depan yang transformatif diharapkan dapat mendorong terwujudnya transformasi
bangsa, yaitu transformasi berbangsa dan berbudaya, transformasi bekerja, transformasi
menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan transformasi bermukim.
Tahapan-tahapan pembangunan perlu dikaji secara mendalam berbasis kondisi masyarakat
sehingga transformasi yang diharapkan dapat terwujud.

Kondisi sosial perekonomian masyarakat Indonesia pada saat ini secara fundamental
masih mengalami tekanan dan sulit keluar dari jebakan middle-income trap. Skenario
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pertumbuhan ekonomi dengan fluktuasi pada setiap periode (5%, 4%, dan 3%),
mengakibatkan Indonesia mengalami kesulitan untuk menjadi negara dengan kategori
berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Kemiskinan yang dialami masyarakat dan kondisi
kualitas SDM dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, juga menjadi faktor penting
yang perlu diperhatikan pemerintah, apabila ingin mewujudkan transformasi bangsa menuju
Indonesia maju.

Upaya mendorong terwujudnya transformasi menuju masyarakat yang maju dan
cerdas berbasis teknologi melalui pembangunan IKN perlu dikaji ulang. Tujuan penerapan
berbagai sistem teknologi dan fasilitas science and technology park di IKN sebagai pemicu
terwujudnya transformasi masyarakat cerdas berbasis teknologi, akan sulit dicapai apabila
tidak mampu menciptakan terwujudnya lingkungan inovasi dan pemulihan ekosistem TIK.
Meskipun pada saat ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi digital yang signifikan
di Asia, namun Indonesia lebih berperan sebagai konsumen teknologi daripada penghasil
teknologi.

Pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi pemicu terwujudnya perkotaan,
permukiman, dan perumahan yang inklusif sebagai wujud transformasi bermukim.
Pentahapan-pentahapan pembangunan perlu dipertimbangkan secara matang sehingga
kehadiran IKN tidak menjadi faktor pemicu ketimpangan pembangunan perkotaan di Pulau
Kalimantan dan terjadinya segregasi ruang perkotaan. Pembangunan IKN yang eksklusif dan
revolusioner dapat menciptakan terjadinya segregasi sosial dan ruang perkotaan yang
berdampak kepada peningkatan ketimpangan dan disintegrasi bangsa dan gagal
menciptakan kota yang transformatif secara humanistik berdasarkan falsafah hidup
berbangsa dan berbudaya.

Pendekatan-pendekatan pembangunan yang dilakukan di IKN perlu dikaji tidak
sekedar jargon-jargon mengikuti fashionable policy dan theoretical concept, tanpa
memperhatikan permasalahan mendasar di dalamnya, dalam jangka pendek menjadi beban
perekonomian negara dan jangka panjang menciptakan ketimpangan dan disintegrasi
bangsa. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah menganalisis
bagaimana seharusnya pembangunan IKN dilakukan supaya menjadi perkotaan yang
humanis dan transformatif bagi pembangunan menuju Indonesia maju, dengan
menempatkan manusia dan SDM di dalamnya sebagai faktor utama.

Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat
interpretasi dengan mengkompilasi dari banyak sumber literatur baik yang merupakan data
primer maupun sekunder. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan terhadap
kebijakan pembangunan IKN. Kajian ini dilakukan bersumber dari hasil kajian penyusunan
jurnal akademik, pandangan dan opini para ahli yang memiliki kompetensi, maupun laporan
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hasil survei dari berbagai pihak/instansi yang kredibel. Untuk memulai interpretasi data
kualitatif, pertama-tama harus dipelajari segala sesuatu dari sudut pandang objek yang
diteliti. Tulisan ini memiliki peran analisis kebijakan pemindahan ibukota, yang terutama
difokuskan untuk perbandingan dan evaluasi berbagai strategi alternatif. Analisis ini
ditujukan bagi aktor publik sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang
timbul akibat kebijakan pemindahan ibukota yang diambil.

Tulisan ini mengacu pada dimensi kota dari buku Theory of Good City Form yang
ditulis oleh Kevin Lynch dan membangun kota yang humanis dari konsep Jane Jacobs. Bentuk
dan dimensi kota yang baik menurut (Lynch, 1984) dalam bukunya Theory of Good City
Form, apabila kota tersebut dapat memenuhi kriteria dari vitality, sense, fit, access, dan
control. Tiap-tiap kriteria tersebut sesuai dengan efficiency and justice, yaitu Meta Kriteria.
Bentuk kota yang baik, harus terintegrasi secara baik dengan mengandung berbagai nilai-
nilai di dalamnya. Hal tersebut penting untuk menjadikan kota tersebut mampu menjaga
keberlangsungannya dan hubungannya dengan kota-kota lain. Bentuk kota yang baik
senantiasa bersifat terbuka, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan waktu.

Aspek Penting Pemindahan Ibu kota Negara

Dari hasil penelaahan terhadap kajian-kajian dan literatur yang kredibel, dapat
disimpulkan bahwa aspek-aspek penting yang perlu menjadi perhatian dalam pemindahan
ibukota negara adalah aspek sosio-budaya, aspek geografis, aspek geopolitik dan hankam,
aspek ekonomi, teknologi dan lingkungan.

Pertama, aspek geografis. Presiden Joko Widodo menyampaikan lima faktor utama
yang menjadi dasar pemilihan Kalimantan sebagai lokasi Ibu Kota Negara, yaitu: (Kominfo,
2019): (1) risiko bencana alam yang minimal. Kalimantan memiliki risiko bencana alam yang
lebih rendah dibandingkan Pulau Jawa, seperti banjir, kebakaran hutan, gunung berapi,
tsunami, dan tanah longsor; (2) terletak di bagian tengah Indonesia, sehingga dapat
dijangkau dengan mudah dari berbagai wilayah di Indonesia; (3) berdekatan dengan kota-
kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, sehingga dapat memanfaatkan infrastruktur
dan sumber daya manusia yang sudah ada; (4) memiliki infrastruktur yang relatif lengkap,
seperti jalan, bandara, dan Pelabuhan; dan (5) tersedia lahan yang luas seluar 180 ribu hektar
dan dikuasai pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk pembangunan IKN. Jika
dianalisis lebih lanjut, kelima alasan tersebut lebih cenderung berbasis pada pertimbangan
geografis (Purnama & Chotib, 2023).

Konsep pembangunan kota baru IKN adalah Indonesia Sentris, mencakup
pembangunan nasional yang bukan hanya dipusatkan di Pulau Jawa, melainkan dapat
merata di seluruh Indonesia tanpa adanya disparitas. Letak Kalimantan secara geografis
berada di tengah-tengah Indonesia menjadi simbol semangat untuk mewujudkan visi
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Indonesia sentris dalam pembangunan ke depan. Sebagai reprensentasi keadilan dan
mendorong percepatan pengembangan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kedua, aspek ekonomi, teknologi, dan lingkungan. Pemindahan IKN Nusantara
adalah upaya pemerintah untuk mendorong perekonomian yang inklusif, karena IKN
menjadi magnit pertumbuhan ekonomi baru yang akan menyebar ke luar dari Pulau Jawa.
Dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke provinsi yang memiliki konektivitas baik dengan
provinsi lain, potensi untuk meningkatkan arus perdagangan di lebih dari 50% wilayah
Indonesia dapat terwujud. Selain itu, tindakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan
antar wilayah dengan memperluas skala perdagangan di luar Pulau Jawa. Ini akan
menciptakan peluang investasi di Ibu Kota Negara dan provinsi sekitarnya, serta
menghasilkan diversifikasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan nilai tambah pada sektor
non-tradisional. diberbagai provinsi diluar Pulau Jawa.

Pada aspek teknologi dan lingkungan, pemerintah berkeinginan agar pembangunan
IKN diarahkan pada konsep modern yang mengintegrasikan teknologi canggih dan
berwawasan lingkungan. Pembangunan ibu kota baru diharapkan dapat menjadi pelopor
dalam efisiensi energi, inovasi dan kreativitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan.
IKN akan mengusung gaya hidup rendah karbon yang efisien, fokus pada transportasi
umum, menciptakan lingkungan perkotaan yang mendukung pejalan kaki, dan menjaga
kelestarian alam. Mampu berkelanjutan dalam segala aspek, mulai dari metode konstruksi
berkelanjutan, desain yang lebih hemat energi, pemanfaatan sumber energi terbarukan dalam
sistem jaringan, hingga manajemen sampah yang berkelanjutan.

Ketiga, aspek sosiologi dan budaya. Bappenas melakukan penelitian menyeluruh
mengenai gaya hidup dan kondisi kehidupan masyarakat setempat, melibatkan aspek-aspek
sosial-budaya dan sosial-ekonomi yang membentuk identitas dan pola kehidupan mereka.
Mereka menganalisis potensi masalah dan konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat
relokasi dan adanya IKN terhadap masyarakat setempat. Pemerintah merumuskan prinsip-
prinsip panduan kebijakan sosial dalam rangka pembangunan IKN. IKN sebagai kota
metropolitan diperkirakan akan meningkatkan peluang usaha dan pekerjaan, namun juga
berpotensi menjadi pemicu konflik sosial dan kerawanan antar kelompok etnis. Pemindahan
IKN diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya
masyarakat Kalimantan, sambil mencegah terpinggirkannya masyarakat lokal oleh
pendatang. Pemindahan ASN ini diproyeksikan akan melibatkan keluarga dan pelaku
ekonomi lainnya, dengan perkiraan jumlah mencapai 1,5 juta orang mendiami kawasan
tersebut di masa depan. Harapan masyarakat adalah terwujudnya Pencapaian kesetaraan
dalam kehidupan sehingga seluruh masyarakat Kalimantan dan, secara lebih umum,
Indonesia dapat menikmati manfaat pembangunan IKN.
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Pembangunan IKN: Kota Masa Depan Transformatif

Membangun ibu kota baru sebagai embrio kehidupan berbangsa dan bernegara secara
transformatif tahap demi tahap tanpa meningggalkan akar budaya dan kehidupan berbangsa.
Ibu kota baru dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi real kehidupan berbangsa
secara transformatif menuju cita-cita kehidupan masa depan yang diinginkan. Beberapa
prinsip transformasi yang dimaksud yaitu: transformasi bekerja, transformasi berbangsa dan
berbudaya, transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas berbasis teknologi, dan
tranformasi bermukim.

Pembangunan IKN diharapkan dapat meningkatkan budaya kerja aparatur
pemerintah dengan sistem pengawasan yang terintegrasi. Perpindahan ibu kota di harapkan
dapat merubah cara bekerja dan sistem bekerja yang selama ini kurang produktif menjadi
lebih cepat, mengayomi, dan melayani. Nilai-nilai dasar Pancasila, kegotong-royongan,
kejujuran, etos kerja, sikap toleransi, menjaga kehormatan dan martabat harus menjadi
landasan budaya kerja. Ego sektoral yang membudaya dalam bekerja antar kementerian dan
instansi menjadi penghambat bagi terwujudnya rencana besar bersama kehidupan bernegara.
Transformasi bekerja harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar bangsa secara
bertahap berdasarkan kondisi yang ada.

Transformasi berbangsa dan berbudaya perlu didorong dalam kondisi prinsip-prinsip
ideologi Pancasila sebagai landasan negara dan perspektif kehidupan, menjadi kurang
diperhatikan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan Pancasila sebagai pedoman dalam
kehidupan politik dan sosial mengalami penurunan signifikan sejalan dengan pengaruh yang
semakin kuat dari arus globalisasi serta paham-paham radikalisme serta ideologi lainnya
yang semakin berpengaruh terhadap cara berpikir dan perilaku masyarakat Indonesia
(Siswanto, 2017). Pembangunan fasilitas ruang-ruang yang mencerminkan budaya nusantara
di panggung nasional, lambang-lambang kemajuan bangsa yang menjadi perhatian bagi
dunia, ruang publik, dan sarana edukasi perlu diwujudkan di kawasan IKN. Ibu kota negara
sebagai bentuk transformasi berbangsa dan berbudaya jangan hanya di peruntukkan untuk
kelompok dan golongan tertentu. IKN harus memperhatikan aksesibilitas yang seluas-
luasnya bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali dengan tetap memperhatikan pertahanan
dan keamanan nasional.

Transformasi menuju masyarakat yang maju dan cerdas merupakan agenda utama
pengembangan IKN. Beberapa fasilitas yang akan dikembangkan adalah: (1) Science and
technology district berupa fasilitas technology park, indonesia’s center of excellence, nerves
center and innovation center, dan lainnya; (2) Infrastruktur masa depan yang cerdas berupa
autonomous car and logistic, infrastruktur terintegrasi dengan dukungan teknologi, cable car,
logistic tunnel, drone delivery, dan lainnya; dan (3) Green and smart mobility berupa data
gathering sensor, mobility command center, dan future mobility and system.
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Transformasi bermukim yang akan dikembangkan di kawasan IKN perlu
mengedepankan pendekatan smart living. Mewujudkan compact living yang terintegrasi
dengan sistem transportasi perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan kondisi
masyarakat.

Perlunya Pendekatan Humanistik yang Inklusif dan Transformatif

Secara konsep dan pendekatan, pembangunan IKN sudah berupaya melakukan
elaborasi tematik berdasarkan kondisi geografis dan falsafah Bangsa Indonesia yaitu
Pancasila. Konsep futuristik yang ditawarkan juga sebagai bentuk semangat kemajuan
bangsa di masa depan yang akan menjadi percontohan pembangunan kota-kota di Indonesia.
Namun yang perlu diperhatikan adalah belum adanya kajian pendekatan pentahapan
pelaksanaan pembangunan secara transformatif. Kondisi sosial dan budaya bangsa Indonesia
harus menjadi penentu pentahapan pembangunan yang harus di lakukan. Pembangunan
IKN dengan berbagai mimpi futuristik yang ditawarkan tanpa memperhatikan transformasi
sosial, budaya, ekonomi akan memberikan dampak negatif yang luar biasa. Fasilitas yang
disediakan akan tidak efektif apabila tidak didasarkan pada perubahan sosial, budaya, dan

perekonomian secara transformatif.

Kegagalan pembangunan ibukota di negara negara lainnya perlu dijadikan rujukan,
khususnya yang mengalami kegagalan secara mendasar. Salah satu yang menjadi simbol
kegagalan pembangunan ibukota baru adalah Negara Brazil pada saat pemindahan pusat
pemerintahan dari Rio de jainero ke Brasilia. Keputusan pemindahan ke Brasilia semakin
memperparah keadaan ekonomi di Brazil dan menimbulkan banyak permasalahan setelah
beberapa tahun (Kelly, 2020). Pembangunan Brasilia mengalami kegagalan karena
mengabaikan prinsip pembangunan kota dari sisi humanistik. Mendesain ibu kota baru yang
penekanannya untuk mobil, bangunan, tapi mengabaikan sisi kemanusiaannya, akan
mengalami berbagai permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hunian bukan menjadi
pertimbangan utama perencanaan grand desain dan pentahapan pembangunan Brasilia.
Kehidupan di ibukota baru tidak menjadi perhatian dan titik berat gagasan perencanaan.
Namun Brasilia di desain lebih kepada faktor bangunan, infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas
lainnya. Faktor humanistik cenderung diabaikan dan komunitas yang seharusnya menjadi
pemilik kota tidak terbentuk sehingga kota gagal bertumbuh dan berkembang sesuai dengan
yang dicita-citakan.

Pengembangan IKN dengan tujuan menciptakan kawasan kebanggaan melebihi
kawasan-kawasan ibukota lainnya di negara lain harus dikembalikan kepada tujuan awalnya.
Ibu Kota negara di pindahkan karena memiliki 3 (tiga) misi utama, yaitu (1) Daya dukung
dan daya tampung Kota Jakarta yang sudah melebihi kapasitas untuk menciptakan
penyelenggaraan pemerintah yang kondusif; (2) Pemerataan pembangunan ke seluruh
Indonesia; dan (3) Transformasi Bangsa. Untuk itu pembangunan ibukota seharusnya
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diintegrasikan dengan kebijakan-kebijakan aspek lainnya bukan hanya sekedar menjadi
“proyek mercusuar” dengan mengabaikan urgensi kebijakan-kebijakan lainnya.

Menuju Indonesia Maju secara Transformatif

Menuju jalan kemajuan tidak hanya ditempuh dengan pendekatan simbolik berupa
pembangunan infrastruktur dan kota-kota kelas dunia. Jalan kemajuan perlu memperhatikan
kondisi perekonomian masyarakat. Indonesia dapat terperangkap pada middle income trap.
Berdasarkan analisis negara lain apabila dibandingkan dengan Indonesia, menunjukkan
Indonesia kurang mencapai kriteria yang diperlukan dan cukup untuk mencapai status
negara yang tinggi pendapatannya, misalnya yang dialami oleh Cina, Brasil, Thailand, Korea
Selatan, dan Malaysia pada masa awal mencapai kategori Pendapatan Menengah Atas.

Penting bagi pemerintah untuk memusatkan perhatian pada pembangunan kelas
menengah yang tangguh dan inovatif, mengingat peran kelas menengah sebagai penggerak
utama pembangunan jangka panjang. Alih-alih terfokus pada aspirasi menjadi negara maju,
disarankan agar pemerintah lebih berfokus pada upaya mengatasi kemiskinan, mengurangi
ketidaksetaraan, mempromosikan kesempatan yang setara, dan membangun kelas menengah
yang kokoh, tahan lama, dan inovatif menjadi fokus utama. Secara historis, pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 hanya mencapai 5,3%,
sedangkan pertumbuhan ekonomi pada periode 1980 sampai dengan tahun 1996 mencapai
6,4%, yang ditandai oleh kemajuan pada sektor industri manufaktur dan terjadinya
liberalisasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada periode 1968 sampai dengan tahun 1979
mencapai 7,5% (Hidayat et al., 2018). Sesuai data historis pertumbuhan ekonomi Indonesia,
dapat disimpulkan bahwa Indonesia akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan angka
pertumbuhannya seperti pada masa tahun 1968-1996, dengan angka pertumbuhan 6% -7,5%.
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Gambar 1: Proyeksi GNI Per-Capita Indonesia pada tahun 2023-2045
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Sumber: (Nuryakin et al., 2023)

Catatan:

*  Dengan proyeksi penurunan, pertumbuhan ekonomi diantisipasi mencapai 5% hingga
tahun 2035, diikuti pertumbuhan sebesar 4% dari tahun 2035 sampai 2040, serta
pertumbuhan ekonomi 2041 sampai 2045.

*  Bank Dunia mengelompokkan negara-negara berdasarkan Pendapatan Nasional Bruto
(GNI) per kapita:

1. Lower Income Countries (LIC) sebagai kategori negara berpendapatan rendah : <US
$1,136

2. Lower Middle-Income Countries (LMIC) sebagai kategori negara berpendapatan
menengah bawah : US $ 1,136 - US $ 4,445

3. Upper Middle-Income Countries (UMIC) sebagai negara berpendapatan menengah
atas: <US $ 4,446 - 13,385

4. High Income Countries (HIC) sebagai negara berpendapatan tinggi; > US $ 13,846.

Nuryakin et al., 2023, menggambarkan berbagai macam skenario dan proyeksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi.
Dengan asumsi bahwa Pendapatan Nasional Bruto per kapita untuk negara berpendapatan
tinggi sebesar US$13.846 pada tahun 2023 dan pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto per
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kapita sekitar 5% per tahun (sebanding dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6%), Indonesia
diproyeksikan dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2044.
Indonesia akan mencapai kategori negara berpendapatan tinggi pada tahun 2038, jika
pertumbuhan GNI per kapita mencapai 7% per tahun, meskipun hal itu dianggap sulit untuk
dicapai. Skenario pertumbuhan dengan fluktuasi pada setiap periode (5%, 4%, dan 3%),
Indonesia kemungkinan besar tidak dapat menembus status HIC pada tahun 2045.
Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan pendapatan
sejak melewati batas negara berpendapatan menengah atas (UMIC) hingga tahun 2022 yaitu
Cina 6,7%, Thailand 2,18%, Malaysia 2,94%, Korea Selatan 4,59%, dan Brasil 1,13%.

Mimpi Kemajuan di Tengah Kemiskinan

Skenario menuju Indonesia Emas 2045 banyak berfokus pada upaya mencapai status
negara berpendapatan tinggi, namun terlupakan aspek yang sangat penting dalam
pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kondisi kehidupan masyarakat kategori
miskin serta mewujudkan pemerataan pembangunan. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan
mencapai 9,36 % (BPS, 2023), angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama 10
tahun terakhir bila dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 11,25%.

Menurut (Nuryakin et al., 2023) gambar 2 menggambarkan bahwa sulit untuk
mencapai angka 0% kemiskinan di Indonesia pada tahun 2045 (ukuran kemiskinan BPS (US$
2,15) maupun Bank Dunia (US$ 3,65)). Upaya penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia
mengalami stagnasi akibat sebagian besar di antaranya merupakan masyarakat dengan
kategori miskin kronis. Dalam penelitian yang dilakukan pada rumah tangga, sekitar 22,5%
RT miskin pada tahun 1993 masih dalam kondisi miskin hingga tahun 2014. Fenomena
kemiskinan yang dinamis dan tingkat kerentanan rumah tangga di Indonesia membuat
pencapaian impian untuk mencapai tingkat kemiskinan 0% menjadi suatu tantangan yang
sulit untuk direalisasikan.

Obsesi berlebihan terhadap pembangunan IKN dan perubahan arah kebijakan
penyaluran sumber daya untuk mewujudkan impian Indonesia menjadi negara kaya pada
tahun 2045 akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi yang
cukup besar pada sektor padat modal, bukan padat karya yang lebih banyak menyerap
tenaga kerja. Tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak pada pengurangan
kemiskinan secara signifikan, terutama jika sektor-sektor yang menjadi motor pertumbuhan
tidak melibatkan secara aktif kelompok miskin dan rentan.
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Gambar 2: Proyeksi Kemiskinan tahun 2024-2045
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Kesiapan SDM untuk Menyambut Kemajuan

Dalam buku laporan white paper dari LPEM FEB UI (Nuryakin et al., 2023)
menyampaikan bahwa sejak pertengahan tahun 2000-an, pemerintah telah melakukan
perubahan kebijakan sektor pendidikan, dari sekedar peningkatan akses pendidikan menuju
peningkatan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. @Walaupun telah
diimplementasikan berbagai kebijakan dan meningkatnya anggaran Pendidikan setiap
tahunnya, namun hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai harapan. Sejak tahun 2000,
Indonesia telah bersungguh-sungguh terlibat dalam Program for International Student
Assessment (PISA) untuk mengukur pencapaian perkembangan kualitas pendidikan di
Indonesia setiap tahunnya dan melihat perbandingannya dengan negara lain. Namun hasil
yang dicapai belum optimal, pada kategori kemampuan membaca yang menunjukkan tren
positif, mengalami penurunan seperti pada tahun 2018.  Pada  kategori = kemampuan
matematika dan sains juga mengalami stagnasi selama duapuluh tahun terakhir. Apalagi
diperparah dengan terjadinya pandemi COVID-19, pada tahun 2022 pun akan mengalami
penurunan lebih lanjut

Kualitas pendidikan di Indonesia sangat rendah dan juga mengalami ketidaksetaraan
yang signifikan antar daerah. Siswa kelas 9 (tingkat 3 SMP) hanya dapat memberi jawaban
sekitar 35,6% soal matematika yang paling dasar. Hanya sekitar 28-40% siswa berusia 15
tahun dapat mencapai tingkat kemampuan matematika yang minimal. Pemerataan
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pendidikan juga masih belum optimal bila merujuk hasil ujian nasional pada tahun 2017,
prestasi siswa SMP Jawa Tengah (Brebes) Sumatera Utara (Labuhan Batu Selatan), mengalami
keterlambatan lebih dari 2 tahun jika dibandingkan dengan siswa SMP di Jawa Timur
(Jombang dan Banyuwangi). Demikian halnya dengan prestasi siswa SMP Sulawesi Tengah
(Donggala) bila dibandingkan dengan siswa SMP di Kota Malang mengalami keterlambatan
lebih dari 5 Tahun.

Pada tingkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Indonesia masih terkendala
dengan rendahnya partisipasi anak), khususnya pada kelompok usia 0-2 tahun (dalam Taman
Penitipan Anak (TPA) sebesar 0,9%, kelompok usia 3-4 tahun sebesar 21 %, dan kelompok
usia 5-6 tahun kategori pendidikan pra-sekolah sekitar 73%. Investasi Indonesia di dalam
Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih dianggap
kurang memadai. Indonesia termasuk negara yang mengalokasikan dana terendah pada
sektor pendidikan usia dini, jika dibandingkan dengan negara-negara OECD. Alokasi
anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi kreatif di Indonesia hanya
sekitar 0,04% (seharusnya 1% sesuai rekomendasi OECD) dari total Produk Domestik Bruto
pada tahun 2020.

Demikian halnya pada sector Kesehatan belum optimal dalam memberikan pelayanan
Kesehatan bagi masyarakat. Kondisi sumber daya dan infrastruktur kesehatan di Indonesia
menunjukkan tingkat keragaman yang mencolok. Hanya 48,9% puskesmas yang memiliki
sembilan jenis tenaga kesehatan (nakes) yang sesuai dengan standar pada tahun 2021.
Transformasi sosial, ekonomi, dan budaya masih mengalami tantangan berat secara
struktural (Nuryakin et al., 2023).

Ekosistem TIK Indonesia dan Ketimpangan Pembangunan Perkotaan

Dalam (Nuryakin et al., 2023) menyampaikan bahwa Indonesia termasuk sebagai
negara yang cukup signifikan di wilayah ASEAN mengalami pertumbuhan ekonomi digital.
Berdasarkan kajian yang dirilis e-Conomy SEA pada tahun 2020, ekonomi digital Indonesia
mengalami pertumbuhan sebesar 22% dengan transaksi mencapai USD 77 miliar. Proyeksi
tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor e-commerce Indonesia diharapkan mampu mencapai
transaksi sebesar USD 95 miliar dan tumbuh sebesar 17% (Compounded annual growth rate
(CAGR. Meskipun pertumbuhan ini memberikan indikasi optimisme terhadap kemajuan
ekonomi nasional, perlu diingat bahwa kalkulasi ini tidak mencerminkan peningkatan nilai
tambah hanya berdasarkan pada angka penjualan.

Pada aspek infrastruktur jaringan, kecepatan unduh internet di Indonesia masuk
dalam kategori rendah di ASEAN, berdasarkan laporan Ookla, kecepatan unduh internet di
Indonesia hanya mencapai 20,17 Mbps (Bestari, 2023). Daya saing digital Indonesia masih
sangat rendah, menempati peringkat 51 dari 63 negara, masih jauh dibawah Thailand dan
Malaysia (peringkat ke-31 dan peringkat ke-40). Indonesia juga masih mengalami
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permasalahan pada isu perlindungan data dan keuangan digital. Keadaan geografis juga
menjadi kendala kemajuan ekonomi digital di Indonesia yang berkarakteristik kepulauan.
Hal ini mengakibatkan adanya disparitas tingkat digitalisasi di berbagai daerah, rendahnya
keterampilan digital, dan kurangnya inovasi di kalangan pelaku industri. Berbagai masalah
ini berkontribusi pada Indonesia yang lebih berperan sebagai konsumen teknologi daripada
penghasil teknologi.

Pembangunan technology park telah menjadi a fashionable policy dan secara prinsip
tidak selalu berorientasi kepada fasilitas. Belajar dari pengembangan kawasan-kawasan
serupa di luar negeri, pengembangan technology park cenderung mengalami kegagalan
akibat kawasan tidak berhasil menciptakan inovasi-inovasi baru yang bersumber dari
lingkungan inovasi yang sejati. Peran universitas sebagai pencetak inovator-inovator secara
integratif dengan kawasan harus menjadi prasyarat terwujudnya technology park yang
berkelanjutan.

Mengutip dari buku Technopoles of the World karya dari (Castells, 1994), Sophia-
Antipolis, di dekat Nice, adalah contoh klasik dari "A Technopolis“ bahkan sebagai “The
European Smart Site”. Sophia Antipolis pada awalnya adalah usaha swasta yang diambil alih
oleh Negara pada akhir 1970an dengan peningkatan Investasi hingga tujuh kali lipat antara
tahun 1982 dan 1989. Sophia-Antipolis sukses di satu tingkat karena berhasil membuat
kawasan yang berkembang dan cenderung prestige dengan harga lahan dan harga sewa yang
tinggi, diisi perusahaan-perusahaan besar, tetapi sejauh ini ia belum berhasil menciptakan
lingkungan inovasi yang sejati. Berbeda dengan “Cambridge phenomenon” yang
berkembang dan telah sejajar dengan Silicon Valley, dan menjadi citra atau simbol dunia
inovatif di seluruh dunia. Cambridge phenomenon menjadi menarik adalah bahwa kejadian
itu terjadi di tempat yang agak tidak terduga. Cambridge terletak 50 mil (80 kilometer) utara-
utara-timur London, di East Anglia: wilayah yang hingga tahun 1960-an, dianggap sebagai
pedesaan terpencil, tetapi tiba-tiba menjadi wilayah dengan pertumbuhan tercepat Inggris.
Keberhasilan kawasan ini berkembang akibat terwujudnya hubungan kawasan dengan
universitas yang ada disana sebagai pencetak inovator-inovator yang berkontribusi
menciptakan lingkungan inovatif di kawasan.

Pengembangan kawasan IKN harus belajar dari pengalaman negara-negera yang
telah mengambangkan kawasan yang serupa. Pembangunan fasilitas tanpa memperhatikan
SDM dan lingkungan iniovatif itu sendiri akan mengakibatkan kegagalan pengembangan
kawasan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Penerapan autonomous dan smart logistic
didalam kawasan harus memenuhi prasyarat-prasyarat yang ada sehigga rancangan desain
sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Kota baru yang berkembang didorong dua faktor utama, yaitu spekulasi tanah oleh
pengembang swasta dan pemberian izin tanah yang tidak terkendali untuk pembangunan
perumahan. Akibatnya, pengalihan kepemilikan tanah secara besar-besaran dari pemilik
tanah sebelumnya, utamanya dari petani miskin yang terpaksa memberikan tanahnya kepada
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para pengembang kota baru yang didukung oleh pemerintah pada saat itu, dengan atau tanpa
rugi yang adil. Mereka kemudian harus mencari mata pencaharian baru. Pengembang
bersaing menguasai lahan secara spekulatif dengan dukungan birokrasi pemerintah yang
cenderung tidak transparan. Pemanfaatan lahan di pinggiran kawasan metropolitan
seringkali diwarnai oleh 'konflik' antara masyarakat pemilik lahan, pengembang, serta
pemerintah daerah yang berujung dengan penggusuran penduduk yang telah lama tinggal
di wilayah tersebut.

Ketidakadilan yang dialami oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih
terkendala oleh keterbatasan fiskal pemerintah dan besarnya backlog dalam kepemilikan dan
penghunian tempat tinggal. MBR yang bekerja di pusat kota menghadapi tantangan untuk
mendapatkan hunian di area tersebut dengan akses yang terbatas. MBR cenderung mendiami
ruang-ruang minor di perkotaan, yang berada di antara perumahan eksklusif. Pilihan tempat
tinggal di kawasan-kawasan tersebut diambil oleh MBR karena dekat dengan tempat kerja
atau peluang mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan di sektor informal. Lingkungan
dan kualitas tempat tinggal dianggap tidak terlalu krusial bagi MBR, selama masih bisa
mendukung kehidupan. Hak-hak kepemilikan terutama hak milik atas tanah dan bangunan
dianggap kurang signifikan, yang lebih esensial bagi mereka adalah dapat tetap tinggal tanpa
dipaksa meninggalkan atau digusur, sesuai dengan pandangan mereka bahwa tempat tinggal
merupakan suatu fasilitas yang mendasar.

Kriteria Pembangunan IKN yang Inklusif dan Humanis

Beberapa kriteria perlu menjadi perhatian yaitu dimensi vitality, dimensi sense,
dimensi fit, dimensi akses, dan dimensi control. Pertama dimensi vitality. Kinerja vitality IKN
yang baru diwujudkan untuk memastikan aspek-aspek yang menunjang ketahanan manusia
dalam kehidupan perkotaan dan lingkungan huniannya. Ketersediaan prasarana, sarana, dan
utilitas sebagai pembentuk struktur kota harus memiliki kinerja yang handal melalui
aksesibilitas dan konektivitas dengan transportasi dan mobilitas berkelanjutan, infrastruktur
ICT dan cerdas, infrastruktur kawasan, dan lainnya. Menciptakan ruang fisik kota berupa
zoning settlement, network, dan terintegrasi dengan struktur kota. Mewujudkan kualitas
lingkungan, dan akses universal terhadap fasilitas dasar. Sesuai dengan theory of good city
form, upaya-upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan performance dimensi IKN
pada aspek vitality untuk memenuhi standar untuk hidup dan berkehidupan khususnya
pada kriteria sustenance (diantaranya terkait kualitas, ketersediaan serta kecukupan air,
udara, makanan, dan energi).

Kedua, dimensi sense berperan penting sebagai ukuran bentuk kota yang baik. IKN
sebagai pusat pemerintahan direncanakan dengan citra Indonesia sentris. Struktur IKN di
rencanakan dipadukan dengan falsafah bangsa Pancasila dan fungsi pemerintahan sebagai
trias politika. Pembentukan sumbu aksis dan hubungan peran fungsi eksekutif merangkul
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legislatif dan yudikatif akan meningkatkan kinerja dimensi sense kota secara kuat. Aspek
sense terkait kongruen dengan merencanakan kesesuaian antara struktur ruang dan struktur
bukan ruang terlihat dari harmonisasi perletakan dan integrasi masterplan yang telah
direncanakan. Kinerja aspek sense pada transperancy bisa diperkuat dengan merencanakan
ruang-ruang interaksi sosial dan komunitas dengan tujuan terwujudnya proses sosial dan
alami yang terjadi di kawasan.

Ketiga dimensi fit. IKN selayaknya juga dikembangkan dengan melihat keserasian
antara perilaku dan aktivitas sehari-hari masyarakat dengan situasi dan kondisi ruang yang
mewadahi aktivitas tersebut. Hal ini secara teori merupakan upaya-upaya terencana dalam
meningkatkan kinerja dimensi fit perkotaan. Perencanaan ruang publik tidak selalu harus
dibangun dengan spektakuler dan mewah namun yang paling penting adalah dapat
dipergunakan untuk menunjang kegiatan sehari-hari dan interaksi sosial antar masyarakat.
Pembagian ruang dan zonasi disesuaikan dengan fungsi dan kegiatan kawasan yang
direncanakan. Zona hunian harus memperhatikan perilaku masyarakat Indonesia dan
karakteristiknya. Masyarakat Indonesia yang cenderung guyub dan berkarakteristik sosial
yang tinggi dengan tradisi dan budaya serta keagamaan harus terwadahi dalam perencanaan
ruang dan zonasinya. Masyarakat Indonesia dengan adat ketimuran sangat menjunjung nilai-
nilai agama serta budaya dan harus memperhatikan hirarki ruang-ruang private dan publik.
Masyarakat Indenesia cenderung sering mengadakan acara-acara bersama seperti pengajian,
ibadah, pesta adat perlu di wadahi dalam rencana ruang khususnya hunian.

Masyarakat Indonesia juga memiliki sosialisasi yang tinggi antar tetangga dan
cenderung hidup guyub satu dengan yang lainnya. Pemisahan secara jelas antar kelompok
msyarakat akan merusak tatanan budaya dan tradisi yang telah bertahan berabad-abad.
Masyarakat kita juga memiliki sifat gotong-royong dan sering bercengkerama sebagai bentuk
interaksi sosial baik formal maupun non formal. IKN sebagai representasi seluruh budaya
seoptimal mungkin harus mampu menjawab kebutuhan pelestarian dan peningkatan budaya
dan karakteristik masyarakat Indonesia.

Keempat, dimensi access pada pembangunan IKN merupakan aspek yang sangat vital
yang warganya memperoleh akses yang sangat mudah di segala bidang pekerjaan,
pendidikan, transportasi, dan arus informasi. Transportasi dan telekomunikasi merupakan
asset sentral daerah perkotaan sebagai bentuk ukuran. Kemudahan akses masyarakat
terhadap seluruh layanan merupakan bentuk kinerja dimensi akses. IKN sebagai suatu
transformasi kehidupan berbangsa dan berbudaya akan menekankan kepada kemudahan
akses terhadap seluruh fasilitas dan layanan yang tersedia. Pengembangan sistem
transportasi dan mobilitas cerdas yang berkelanjutan, sistem jaringan jalan yang terintegrasi,
konektivitas darat, laut dan udara, pengembangan kota cerdas dan kemudahan akses
informasi, dan kemudahan layanan lainnya menjadi upaya-upaya peningkatan kinerja access
ibu kota negara baru.
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Kelima dimensi control. Suatu kota dapat dikatakan baik, apabila memiliki
pengontrolan yang pasti, responsif, serasi dengan penghuninya (baik untuk konteks waktu
saat ini, maupun yang akan datang), dan sesuai dengan struktur permasalahan yang ada di
lokasi tersebut. Ukuran-ukuran yang menentukan dan mempengaruhi suatu pengontrolan,
bergantung pada konteks sosial & lingkungan dari tiap-tiap permukiman. Hal ini terjadi
melalui proses pembinaan pada pelaksanaan good governance pada tingkat kota. Proses itu
terjadi dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis dan budaya masyarakat yang
menciptakan kondisi perkembangan good governance dapat terjadi dengan baik. Faktor
leadership sangat menentukan kinerja dimensi control dapat terwujud dengan melakukan
pengontrolan secara cermat dan efektif dalam menentukan suatu penegasan, penyesuaian,
toleransi dan adaptasi.

Apabila pengontrolan tidak cermat, maka yang akan terjadi adalah melemahnya
fungsi kontrol, dan berdampak pada terjadinya sejumlah penyimpangan atas sejumlah aturan
dan norma yang telah ditetapkan. Hal-hal tersebut juga terkait erat dengan peran dari
pangkat, jabatan, kekuatan dan pengaruh sejumlah pihak di dalam suatu lokasi tertentu.
Selain peningkatan SDM, dimensi control juga di dukung oleh sistem teknologi dan
komunikasi dalam mendukung peningkatan pengontrolan yang responsif dalam
menyadiakan layanan bagi masyarakat. Penyediaan layanan sistem terpusat dengan
dukungan data gathering sensor, mobility command center, integrated system, dan lainnya
akan meningkatkan dimensi pengontrolan pada berbagai akses.

Selain itu, perlu juga prinsip effisiensi dan justice perlu dipertimbangkan. Efisiensi
adalah suatu ukuran standar keseimbangan yang menghubungkan tingkat keberhasilan pada
beberapa kinerja tertentu dengan suatu kegagalan pada beberapa kinerja yang lain. Efisiensi
juga dapat diartikan sebagai suatu keseimbangan antara sesuatu yang dikeluarkan. Tolak
ukurnya bisa bermacam-macam, diantaranya adalah terkait korelasi antara biaya dengan
nilai-nilai tertentu. Efisiensi juga berhubungan dengan persoalan lingkungan, penggunaan
dan pengolahan energi, sumber-sumber materi, kinerja politik, dan dampak-dampak serta
sejumlah manfaat terkait suatu kondisi psikologi tertentu. Untuk menjaga agar prinsip
efisiensi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan suatu instrumen untuk
melindunginya. Instrumen tersebut adalah nilai keadilan. Nilai tersebut terkait erat dengan
persoalan keseimbangan & persamaan hak maupun kewajiban bagi tiap-tiap orang, terkait
hubungannya didalam suatu masyarakat atau antar kelompok masyarakat. Pada prakteknya,
keadilan juga terkait dengan penentuan batas-batas kebebasan dalam bertindak dan
penegakan hukum dalam menjaga hak individu, kelompok dan kepentingan. Pengembangan
kota cerdas, smart governance and society, infrastruktur cerdas, kerakyatan cerdas melalui
pelibatan masyarakat dan transparansi pembangunan, lingkungan cerdas melalui energi baru
terbarukan, waste management system, serta bangunan cerdas merupakan upaya-upaya
sistematis dalam peningkatan kinerja dimensi efficiency dan justice.
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Pembangunan IKN untuk Masyarakat

Pengembangan IKN yang berorientasi hanya kepada kelompok masyarakat kelas atas
dan para aparatur pemerintahan pusat akan menciptakan kota yang eksklusif dan cenderung
menimbulkan ketimpangan baru. Kehadiran IKN di Kalimantan harus menjadi tempat
tumbuh kembangnya seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali menuju masyarakat yang
maju dan cerdas. Mengembangkan sekat-sekat sosial dan golongan pada kawasan tertentu
sangat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kota yang eksklusif akan cenderung
tidak berkembang dan hanya menjadi tempat bekerja pada saat-saat hari kerja.

Transformasi bermukim perlu di kaji secara komprehensif untuk merumuskan
tahapan pembangunannya dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Pembangunan inklusif
menggambarkan respon terhadap pendekatan pembangunan yang hanya berfokus pada
pertumbuhan ekonomi semata, yang cenderung menguntungkan kelompok elit dan
mengabaikan kepentingan kelompok miskin, marjinal, dan minoritas (Eka Noor, 2018). Hal
ini mengakibatkan ketidaksejahteraan dalam akses pelayanan, penurunan kualitas
pembangunan manusia, dan dapat menciptakan eksklusi sosial serta menyebabkan gejala
disintegrasi bangsa dalam jangka panjang. Pengembangan hunian yang berpagar dengan
sistem akses green fingers di kawasan akan berdampak kepada pengkotak-kotakan dan
segregasi ruang dan sosial. Pembangunan ruang sosial dan terintegrasi hanya untuk
sekelompok masyarakat akan menciptakan kecemburuan sosial dan berkembangnya faham
radikalisme akibat rasa ketidakadilan. Mengelompokkan hunian ASN tanpa berinteraksi
dengan masyarakat akan mereduksi sifat pelayanan dari aparatur itu sendiri. Mengkotak-
kotak hunian berdasarkan jabatan akan berdampak kepada segregasi sosial dan mengurangi
kohesi sosial.

Perlu menciptakan ruang-ruang sosial dan pejalan kaki tidak hanya secara fisik
namun mampu menciptakan komunitas perkotaan yang berperan dalam menghidupkan
kota. Komunitas berperan dalam pembangunan kota, bukan hanya sekedar objek dalam
pembangunan. "Cities have the capability of providing something for everybody, only when
they are created by everybody". - Jane Jacob (Erland, 2021). Jane Jacobs, seorang jurnalis
Amerika Serikat, mengingatkan kita bahwa kota seharusnya dibangun untuk memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi semua warganya dan sebagai ruang partisipasi bagi semua
pihak dalam proses pembangunannya. Pembangunan IKN dilakukan seharusnya disusun
berdasarkan rencana pengalokasian ruang untuk setiap kegiatan sebagai scenario untuk
mencapai tujuan kota yang inklusif, adaptif, layak huni, dan berkelanjutan.

Perencanaan dan desain kota yang terlalu mengandalkan pertimbangan teknis dan
matematis cenderung menciptakan lingkungan kehidupan yang kering, tidak bersifat
manusiawi, dan kehilangan identitas. Pendekatan perencanaan dan desain kota yang
“humanistis” menekankan penekanan pada modal sosial yang sudah ada. Jacobs
menggambarkan konsep ini saat mengungkapkan bahwa kepadatan jaringan sosial yang
tinggi di permukiman urban yang lebih tua, bersamaan dengan keberagaman penggunaan
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lahan dapat dianggap sebagai modal sosial yang mendukung tingkat keamanan umum
(Purwanto, 2012).

Pembangunan hunian di IKN harus juga representasi dari harapan bangsa serta
perwujudan norma hukum yang berlaku. Pancasila merupakan dasar norma hukum paling
dasar khususnya pada sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan sila
kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, yang peraturan terkait perumahan rakyat
harus mempertimbangkan hak dan kepentingan rakyat Indonesia, termasuk mereka yang
dari kalangan atas, menengah keatas, menegah kebawah dan dari masyarakat berpenghasilan
rendah. Hal tersebut harus dilakukan secara adil dan merata, terutama dalam penyediaan
tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan dan kesehatan.

Menurut (Doxiadis, 1968) dalam teori permukiman dideskripsikan bahwa
permukiman adalah sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu: alam, manusia, masyarakat,
lindungan dan jaringan. Pengembangan IKN tidak bisa diartikan secara sempit sebagai
kawasan modern dengan fasilitas-fasilitas mewah, namun juga sembagai wadah transformasi
masyarakat dari kondisi saat ini menjadi masyarakat yang maju dan cerdas.

Kesimpulan

Pengembangan IKN merupakan pekerjaan besar pemerintah yang bertujuan untuk
peningkatan kinerja pemerintah melalui transformasi budaya kerja dan penyediaan fasilitas
yang representatif bagi pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pemindahan IKN merupakan
bentuk pemerataan pembangunan yang cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsep
Pemindahan IKN yang dirancang oleh pemerintah, berkolaborasi dengan para pakar dan ahli,
telah merumuskan konsep pendekatan ibu kota negara menyesuaikan dengan harapan dan
cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kota masa depan yang menjadi model percontohan
pengembangan perkotaan di Indonesia di masa depan.

Namun, konsep pengembangan yang dirumuskan masih terlalu fokus kepada
pengembangan kawasan secara fisik dan cenderung dangkal dalam melakukan elaborasi
terhadap isu dan permasalahan yang ada. Kita perlu mendukung pengembangan IKN
dengan harapan terwujudnya suatu kawasan yang modern, dengan dukungan fasilitas
berbasis teknologi mutakhir sebagai representasi kemajuan bangsa di mata dunia dan
regional. Namun, grand desain kawasan tidak boleh mengesampingkan prinsip dasar dan
tujuan pemindahan ibukota negara sebagai cita-cita besar berbangsa dan bernegara.
Pembangunan IKN perlu dilakukan sebagai bentuk transformasi bernegara dan berbudaya
secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan perekonomian bangsa.

Pembangunan IKN secara transformatif merupakan perwujudan pengembangan
kawasan dengan menempatkan manusia sebagai faktor utama. Pengembangan IKN perlu
dilakukan secara humanistik tanpa mengabaikan perlunya dukungan infrastruktur cerdas,
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hunian yang cerdas, dan penerapan teknologi termutakhir. Pengembangan IKN sebagai
antithesis dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang berkembang cenderung
menciptakan segregasi ruang dan sosial. Kota-kota berkembang dengan dipengaruhi
globalisasi dan arus modal yang sangat kuat sehingga menciptakan kesenjangan antar
masyarakat semakin dalam. Pengembangan IKN perlu dikembangkan secara inklusif tanpa
membeda-bedakan kelompok dan golongan, baik yang miskin maupun kaya.

IKN sebagai representasi kemajuan bangsa harus memperhatikan kondisi riil
masyarakat yang mayoritas masih hidup dalam kemiskinan dan terbelakang. IKN harus bisa
diakses semua kelompok untuk bertransformasi bersama-sama menuju masyarakat yang
cerdas dan maju. Transformasi bernegara dan berbudaya perlu diwadahi di kawasan IKN
untuk menciptakan kemakmuran dan kemajuan bersama. IKN yang menjadi model masa
depan pengembangan kota-kota di Indonesia perlu berorientasi kepada inklusifitas sebagai
wadah menuju transformasi bersama menuju kepada kemajuan. Model pembangunan IKN
akan diadopsi di seluruh kota-kota di Indonesia secara transformatif menuju cita-cita
kemajuan bangsa menuju 2045. Indikatornya cukup jelas, apakah pembangunan IKN dapat
menjadi model pembangunan perkotaan yang inklusif bagi kemajuan bangsa untuk diadopsi
bagi kota-kota lainnya. IKN yang eksklusif hanya akan membebani anggaran pemerintah
secara jangka pendek dan menciptakan kesenjangan pada jangka panjang yang berdampak
kepada disintegrasi dan kerawanan sosial lainnya.

Pemodelan hunian sebagai unsur utama pembentukan kota dan menjadi faktor
pembentuk kemajuan kota perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat menjadi model dan
diadopsi sebagai pengembangan lingkungan hunian di kota-kota seluruh nusantara.
Pembangunan perkotaan dan lingkungan hunian yang cenderung mengalami segregasi dan
ketimpangan menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat di masa mendatang.
Pengembangan hunian di kawasan inti IKN dan di kawasan penyangga lainnya perlu
menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh kepada keberlanjutan
perkembangan kota tersebut. Perlu dilakukan kajian yang komprehensif transformasi
bermukim berdasarkan kondisi riil masyarakat dan perkembangan kehidupan berbangsa
serta bernegara secara jangka panjang
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Abstrak

Kontestasi Pemilu tahun 2024 akan dihadiri oleh empat partai politik baru, diantaranya Partai Buruh,
Partai Gelora, Partai PKN dan Partai Ummat. Mereka akan melakukan fungsi sebagai komunikasi
politik di Era Digital yang jelas sangat berbeda dengan komunikasi politik konvensional. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partai politik baru melakukan transformasi komunikasi
politik di era digital. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode Analisis Data Sekunder
(ADS). Metode ini dilakukan dengan cara mencari sumber data sekunder dari model komunikasi yang
akan dilakukan oleh partai baru tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis perihal bagaimana partai
baru dalam beradaptasi terkait perubahan model komunikasi politik di era digital. Sumber data
bersumber dari Internet, berita, buku, artikel ilmiah, website dan juga media social yang dimiliki oleh
empat partai baru tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keempat partai tersebut menjadi
suatu keharusan dalam merubah model komunikasi politik yang konvensional menjadi model
komunikasi politik yang dapat memanfaatkan digitalisasi. Hasil lain menunjukkan bahwa keempat
Partai baru tersebut memanfaatkan social media sebagai sarana komunikasi politiknya dalam proses
mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat.

Kata kunci: komunikasi politik, digitalisasi, partai politik baru

Abstract

The 2024 election contestation will be attended by four new political parties, including the Labor Party,
Gelora Party, PKN Party, and Ummat Party. They will function as political communication in the
Digital Era, which is very different from conventional political communication. This research aims to
see how new political parties transform political communication in the digital era. The method used in
this research is the Secondary Data Analysis (ADS) method. This method is carried out by looking for
secondary data sources from the communication model to be carried out by the new party and then
analyzing how the new party adapts to changes in the political communication model in the digital era.
Data sources come from the Internet, news, books, scientific articles, websites, and social media owned
by the four new parties. The results of this study show that the four parties have become necessary in
changing the conventional political communication model to a political communication model that can
take advantage of digitalization. Other results show that the four new Parties utilize social media as a
means of political communication to gain public sympathy and trust.

Keywords: political communication, digitalization, new political parties
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Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan pertarungan antara partai-partai politik yang bersaing
memperebutkan suara rakyat. Partai politik menggunakan berbagai cara untuk
memenangkan suara dalam pemilihan umum. Berbagai persiapan dilakukan dengan
serangkaian strategi yang berhasil dikembangkan sejalan dengan visi dan misi partai. Strategi
dalam komunikasi politik sendiri merupakan serangkaian keputusan kondisional saat ini
mengenai tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan politik di masa depan
(Novitasari et al., 2019). Agar dapat dukungan masyarakat, partai politik harus mampu
meramu komunikasi dengan baik, sehingga masyarakat terpengaruh dan menentukan
pilihannya ke salah satu partai (Laila et al., 2021).

Era digital telah membawa perubahan mendasar pada berbagai aspek kehidupan
manusia, dan salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam dunia politik. Derasnya
arus internet dengan disertai kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkannya telah
mengubah model komunikasi masyarakat Indonesia (Nofiard, 2022). Selain itu di Indonesia,
perihal kemajuan teknologi informasi juga telah memainkan peran penting dalam
mentransformasi komunikasi politik. Sejalan dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 yang
mengharuskan masyarakat serba digital, masyarakat Indonesia sudah mulai beradaptasi
dengan kebutuhan tersebut.

Jika melihat kondisi saat sekarang ini, perilaku masyarakat Indonesia telah berubah
dalam hal aktivitas ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik sebagai akibat dari perubahan
mode komunikasi ini. Perhatian yang besar yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia
terhadap Internet dalam aktivitas politik memberikan inspirasi bagi politisi nasional untuk
mengembangkan komunikasi politik di dunia digital (Nofiard, 2022). Dengan membagikan
informasi, kebebasan membuat ruang digital menjadi tempat yang baik bagi politisi untuk
menyampaikan kepentingannya dan meningkatkan kepercayaan publik. Media dan ruang
digital akan memungkinkan pergerakan politik yang diperlukan oleh partai politik (Bachini
et al., 2022).

Salah satu elemen penting dalam kehidupan politik adalah komunikasi politik. Melalui
komunikasi politik, partai politik dapat menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat
dan mendapatkan dukungan mereka. Dalam era digital, komunikasi politik mengalami
transformasi yang signifikan. Pada kenyataanya era digital yang difasilitasi oleh internet
mampu memberikan dampak yang cukup besar terhadap perpolitikan di beberapa negara.
Salah satu contoh yakni ‘kebangkitan Dunia Arab’ atau yang lebih dikenal dengan Arab
Spring tahun 2010. Dalam peristiwa itu, Internet terutama media sosial terbukti memfasilitasi
mobilisasi massa untuk menumbangkan rezim otoriter di Tunisia, Mesir, Bahrain, Turki, dan
lain sebagainya (Khamis, 2013). Di Asia, salah satu contoh kesuksesan media sosial dalam
memfasilitasi gerakan kolektif diataranya terjadi di Hongkong. Gerakan sosial yang disebut
Gerakan Payung (Umbrella Movement) dilakukan setengah juta pelajar menuntut demokrasi
di Hongkong kepada Beijing (Druzin & Li, 2015). Sementara itu, di Amerika Serikat,
kemenangan Obama 2007-2008 membuktikan efektifitas Internet dalam memfasilitasi
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komunikasi politik antara elite dengan sipil yang salah satunya menjadi penentu kemenangan
calon presiden dari ras marginal di Amerika yakni kulit hitam (Edge, 2010).

Fenomena yang terjadi merupakan salah satu dampak nyata bagaimana transformasi
komunikasi politik yang telah terjadi di era digital saat sekarang ini. Ruang digital telah
masuk secara dalam terhadap proses poltik yang ada di Indonesia, tidak terkecuali
bagaimana aktivitas komunikasi politik dalam membuat citra di ruang digital agar lebih
dikenal dan mendapat simpati dari masyarakat. Saat ini transformasi komunikasi politik di
era digital juga mengalami dinamika perubahan yang menarik untuk terus dikaji, karena
karakter media baru dalam hal ini internet yang menentukan perubahan pola komunikasi
politik diantaranya langsung (direct)) murah (low cost), kecepatan (speed), interaktif,
desentralisasi yang mendekonstruksi komunikasi politik yang semula satu arah menjadi dua
arah, top down menjadi bottom up dan elitis menjadi non-elitis (Hasfi, 2019). Komunikasi politik
di era digital juga dipengaruhi oleh penentuan Bahasa, karena Bahasa memiliki fungsi khusus
dalam komunikasi politik: bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengomentari
masalah politik, tetapi di atas semua itu, bahasa bertujuan untuk membujuk dan
memenangkan pendukung politik (Mikotajczyk & Aptacy, 2023)

Bagi Indonesia yang akan menyelenggarakan pemilu tahun 2024 mendatang,
komunikasi politik menjadi hal yang akan menentukan untuk mendapatkan suara dari
masyarakat (Suryadi et al., 2021). Sebelumnya, aktivitas komunikasi politik membutuhkan
banyak medium untuk menyampaikan pesan politik. Namun, saat ini, media digital telah
menjadi lebih dari sekedar kemajuan dalam proses pelaksanaan komunikasi politik. Saat ini
komunikasi politik yang memanfaatkan media digital berfungsi sebagai tempat utama
dimana para aktor politik bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan suara.
Selain itu, media digital juga berfungsi sebagai tempat yang mudah diakses masyarakat untuk
berbagi informasi dan komunikasi politik.

Melihat kondisi dan fenomena yang ada saat sekarang ini, sudah saatnya tokoh politik
dan partai politik harus mampu memanfaatkan sarana komunikasi politik yang baru dengan
memanfaatkan digitalisasi yang ada. Peserta yang masif, partai dan penyelenggara yang luar
biasa banyak, partai baru yang dan pendukungnya yang sangat banyak hingga ekosistem
politik domestik pendukung yang besar, menyebabkan adanya proses ekonomi yang
berputar di antara para pihak (Barokah et al., 2022).

Partai-partai baru kembali muncul di Indonesia, dan mereka akan turut berpartisipasi
dalam pemilihan umum tahun 2024. Berikut data partai baru yang ikut dalam kontestasi
pemilu tahun 2024 mendatang pada table 1.
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Table 1. Daftar Partai baru dalam Pemilu 2024

Nomor Urut

Partai Politik Resmi terbentuk Ketua Partai Pemilu 2024
Partai Buruh 5 Oktober 2021 Said Iqbal 6
Egzirgdombang rakyat Indonesia 28 Oktober 2019 Anis Matta 7
Partai Kebangkitan nasional (PKN) 28 Oktober 2021 Anas Urbaningrum 9
Partai Ummat 29 April 2021 Ridho Rahmadi 24

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber di Internet, 2023

Tabel 1 diatas menunjukkan partai baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti.
Peneliti merangkum dari beberapa sumber yang kredibel dan dapat diperceya di Internet.
Peneliti juga membatasi perihal definisi Partai Baru adalah Partai yang baru mengikuti
Pemilu atau baru kembali lagi untuk mengikuti Pemilu 2024 nanti. Terkhusus untuk Partai
Buruh sebenarnya bukan partai baru, karena tahun 1999 telah mengikuti Pemilu dengan
nama partai “Partai Buruh Nasional” dan resmi didirikan pada 28 Agustus 1998. Kemudian,
dalam pemilu 2004, partai ini berubah nama menjadi “Partai Buruh Sosial Demokrat” dengan
nomor urut 2. Pada pemilu 2009, partai ini kembali mengikuti kontestasi pemilu yang ada di
Indonesia. Setelah absen dari pemilu pada 2014 dan 2019, Partai ini kembali berkiprah dalam
politik nasional melalui deklarasi hasil kongres yang digelar pada tanggal 4-5 Oktober 2021
di Jakarta dan sepakat untuk mendaftarkan diri mengikuti Pemilu tahun 2024 dengan nama
“Partai Buruh” (Sari, 2023). Berbeda dengan partai Gelora, Partai PKN dan Partai Ummat,
yang benar-benar baru pertama kali mengikuti pemilu 2024 nanti. Batasan definisi Partai baru
yang dilakukan penulis merujuk bagaimana nantinya partai tersebut melakukan transformasi
komunikasi politik bagi setiap partainya di era digital dalam menghadapi pemilu 2024 yang
sudah pasti berbeda dengan than-tahun sebelumnya jika sudah pernah mengikuti pemilu
pada periode tertentu.

Pada dasarnya, partai politik baru memiliki taktik dan pendekatan unik untuk menarik
simpati masyarakat sekaligus menggerakkan perubahan untuk menghapus kekecewaan dan
kebosanan masyarakat terhadap partai politik yang dianggap korup dan manipulatif. Jika ini
dapat dicapai, partai baru akan memiliki peluang lebih besar untuk mengumpulkan suara
dan memperoleh kepercayaan publik. Jika mereka tidak memiliki pendekatan yang tepat,
partai hanya akan menjadi staging point dalam pemilu. Seperti yang dijelaskan dalam
bukunya (Marijan, 2010) mengatakan bahwa kemunculan partai-partai politik baru di
Indonesia selain didasarkan pada masyarakat yang pluralistik, yang terutama ditopang oleh
demokrasi, demokrasi merupakan kondisi yang berlangsung dan berkelanjutan.

Munculnya partai-partai politik baru di era disrupsi menuntut parpol menyesuaikan
strategi branding politic-nya dengan era ini (Barokah et al., 2022). Partai Politik harus
sepenuhnya memanfaatkan dunia maya sebagai platform untuk mempromosikan partai
mereka melalui media sosial. Ini berpotensi menyebabkan perang media sosial di antara
partai politik. Berbagai jenis situs media sosial, juga dikenal sebagai "medsos", tidak
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diragukan lagi akan memanas dan bergejolak. Karena itu, di era disrupsi saat ini, media sosial
mulai digunakan sebagai alat komunikasi politik oleh para elit, terutama partai politik baru.

Strategi komunikasi politik yang tepat di era digital merupakan salah satu bentuk
transformasi komunikasi politik yang ada bagi setiap partai politik yang akan mengikuti
pemilu 2024 nanti. Terutama partai politik yang baru, karena mereka akan lebih masif dalam
melakukan perkenalan kepada masyarakat dan untuk dapat merebut suara dari masyarakat
yang mana sudah memiliki preferensi kepada partai yang sudah lama eksis di Indonesia.
Perlu upaya-upaya yang keras dan cerdas bagi setiap partai yang baru dalam branding
partainya dan juga mendapatkan simpati dari masyarakat.

Ada beberapa alasan yang menurut peneliti menarik dalam mengkaji permasalahan ini,
diantaranya: (1) Perubahan Lanskap Politik: Selama era komputer dan internet, cara
masyarakat berpartisipasi dalam politik telah berubah. Komunikasi politik sekarang
mencakup platform online seperti media sosial, situs web, dan aplikasi pesan, daripada
pertemuan tatap muka atau iklan di media konvensional. Jika partai politik baru menyadari
perubahan ini, mereka dapat memperoleh dukungan dan mempengaruhi pemilih; (2)
Partisipasi masyarakat: Penggunaan teknologi digital membuat masyarakat lebih terlibat
dalam proses politik. Melalui media sosial, mereka memiliki kemampuan untuk
menyuarakan pendapat mereka, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi dalam
perdebatan politik. Pertanyaan penting adalah bagaimana partai politik baru menghadapi
tantangan dan peluang ini ; (3) Kompetisi politik yang kKeras: Indonesia memiliki kompetisi
politik yang ketat di mana partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungan
pemilih. Partai politik baru harus memahami dan memanfaatkan alat-alat digital dengan
cermat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan saat ini; (4)
Dampak sosial dan politik: Kehidupan politik dan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh
cara komunikasi politik berubah di era digital. Ini termasuk cara pemilih mendapatkan
informasi, cara masalah politik berkembang, dan cara masyarakat terlibat dalam pengambilan
keputusan politik. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat tentang
perubahan ini.

Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana partai politik baru
di Indonesia beradaptasi dan memanfaatkan media sosial dan teknologi digital dalam
komunikasi politik mereka, serta bagaimana perubahan ini memengaruhi pola interaksi
antara partai politik dan pemilih. Melalui pemahaman mendalam tentang transformasi
komunikasi politik dalam era digital, penelitian ini akan memberikan wawasan yang
berharga tentang dinamika politik di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara sejenis.
Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi partai politik baru dalam
mengembangkan strategi komunikasi politik mereka di era digital saat ini.

Tinjauan Pustaka

Sebagai suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, merupakan sebuah
keniscayaan tanpa adanya kehadiran partai politik. Secara definisi partai politik adalah suatu
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kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan
cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan
politik dengan cara konstitusional (Budiardjo, 2008). Selain itu Fungsi partai politik juga
terdiri dari beberapa, diantaranya: sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana
sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik. Sebagai
partai politik yang baru, sarana komunikasi politik harus bisa diatur sedemikian rupa agar
mampu membuat masyarakat percaya dan yakin.

Komunikasi politik biasanya melibatkan percakapan politik atau pesan verbal atau non-
verbal yang dapat memengaruhi baik individu maupun pemerintah yang tergabung dalam
sistem politik. Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Dahlan dalam (Cangara, 2016)
komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan
komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik, atau berpengaruh terhadap
perilaku politik.

Seperti yang dijelaskan oleh R. M. Perloff dalam (Mufti, 2012) mendefinisikan
komunikasi politik sebagai proses yang mendorong pemimpin, media, dan warga negara
bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik.
Komunikasi politik menurut McNair (Cangara, 2016) memiliki lima fungsi dasar yakni: (1)
Memberi tahu masyarakat tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka. Untuk alasan
ini, media komunikasi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengamati dan mengawasi
peristiwa yang terjadi dalam masyarakat; (2) Mendidik masyarakat terhadap arti dan
signifikansi fakta yang ada. Para jurnalis diharapkan melihat fakta yang ada, sehingga
berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) yang bisa mendidik masyarakat
atas realitas fakta tersebut; (3) Menempatkan diri sebagai platform untuk menampung
masalah politik sehingga mereka dapat menjadi wacana yang membentuk pendapat publik
dan mengembalikan pendapat tersebut kepada masyarakat ; (4) Membuat publikasi yang
ditujukan kepada lembaga politik dan pemerintah; (5) Media politik berfungsi sebagai
saluran advokasi dalam masyarakat demokratis, membantu media massa memahami
kebijakan dan program lembaga politik.

Metode

Metode yang dilakukan adalah Metode Analisis Data Sekunder (ADS) atau terkadang
disebut singkat dengan Metode Penelitian Sekunder. Secara definisi ADS adalah pendekatan
penelitian yang digunakan untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan atau sudah
tersedia sebelumnya (Andrews et al., 2015). Analisis Data sekunder merupakan suatu strategi
penelitian yang memanfaatkan data kuantiatif ataupun kualitatif yang sudah ada untuk
menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian terdahulu (Heaton, 2011).
Manfaat dari data sekunder selain lebih efisien waktu juga dengan menggunakan teknik
analisis mendalam yang tepat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari tubuh
materi atau data yang sudah matang yang dikumpulkan dari organisasi atau lembaga, serta
dari internet.
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Metode analisis data sekunder tersebut mencakup dua proses pokok, yaitu
mengumpulkan banyak data dan menganalisis sekian banyak data tersebut. Namun agar
penelitian tidak menyimpang dan tujuan awalnya, peneliti harus merumuskan tujuan
penelitian dan desain penelitian terlebih dahulu, sehingga data yang dikumpulkan bisa
terinvenrtarisir dengan baik. Untuk lebih jelasnya, rumusan langkah-langkah penelitian
analisis data sekunder (Fondation, 2010)dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

Gambar 1. Langkah-langkah dalam penelitian Analisis data Sekunder

Steps Involved in Secondary Research

1. Identifying sources of information
(U.S. Census Dept., area schools, library, Internet, magazines, etc.)

: 1

2. Gathering existing data

(Can include public use data; published information; organizational databases.)

3. Normalizing data if needed
(Making data from different sources comparable if necessary and feasible.)

4. Analyzing data

(Demographic and utilization analyses provided as examples in this manual.)

Sumber : www.wallacefoundation.org, diunduh September 2023)

Berdasarkan pada Gambar 1 di atas, langkah-langkah penelitian data sekunder adalah
sebagai berikut: (1) Menentukan (mencari-temukan) sumber data atau informasi (misalnya,
jurnal penelitian, badan pusat statistik, data administrasi lembaga, internet, situs web resmi
atau sosial media, dIL.). Penelitian ini banyak mengambil sumber data dari berita online dan
juga website resmi dari partai politik baru tersebut, selain itu juga mengambil data dari sosial
media masing-masing partai tersebut, untuk melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan
dalam komunikasi digital untuk mendapatkan suara dan kepercayaan dari masyarakat
sebagai partai baru; (2) Mengumpulkan data yang sudah tersedia (dalam bentuk
"dokumen"). Data yang dikumpulkan dijadikan satu subjek dalam penelitian terkait
komunikasi digital yang dilakukan oleh partai politik baru ; (3) Menormalisasikan data jika
diperlukan dan memungkinkan (misalnya, menggabungkan data dari berbagai sumber). Jika
digabungkan beberapa data dilakukan jika adanya kemiripan informasi yang didapatkan dari
sumber tersebut; (4) Menganalisis data (misalnya menghitung, mentabulasi, memetakan
datadata kuantiatif, atau membandingkan berbagai peraturan dan menelaahnya).
Menganalisis dengan analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan dari sumber yang telah
dikumpulkan baik dari berita online, website resmi partai politik baru tersebut, dan sosial
media yang dimilikinya. Untuk terakhir dilakukan penarikan kesimpulan setelah melakukan
analisis mendalam.
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Meskipun fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai cara, analisis data sekunder
juga merupakan latihan empiris dengan langkah-langkah prosedural dan evaluatif, seperti
halnya dalam mengumpulkan dan mengevaluasi data primer. Penelitian analisis data
sekunder itu bisa dimulai dari pertanyaan penelitian, bisa dimulai dari menelaah data
serempak dengan terusmenerus membuat pertanyaan penelitian.

Partai Politik Baru pada Pemilu 2024

Munculnya partai politik baru dalam kontestasi pemilu yang terjadi di Indonesia setiap
lima tahun sekali merupakan salah satu konsekuensi dalam sistem demokrasi dalam sutau
negara. Negara Indonesia yang menganut model multi partai dalam setiap pemilu
memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat Indonesia yang hendak melakukan
aktualisasi politik dengan berbagai pendekatan ideologi yang ada dalam dalam bentuk partai
politik. Selain itu juga didorong oleh perkembangan pola pikir masyarakat tentang
pilihannya terutama partai politik yang akan terus berubah-ubah seiring pemilihan umum
berlangsung (Barokah et al., 2022). Karena keadaan saat ini, akan mudah untuk membentuk
positioning dan segmentasi partai politik baru.

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Harmel dalam (Novitasari et al., 2019), Secara umum
partai-partai baru ini muncul dalam tiga cara yang berbeda. Pertama, partai baru muncul
sebagai konsekuensi penggabungan dua atu lebih partai yang didirikan. Kedua, partai-partai
baru terbentuk sebagai akibat dari perpecahan internal. Ketiga, partai baru muncul sebagai
partai yang benar-benar baru, tidak terkait dengan partai lain. Menurut (Marijan, 2010),
kemunculan partai-partai baru selain dilatari dengan pluralistik dan majemuk
masyarakatnya, juga karena didorong pertama, demokrasi merupakan kondisi yang masih
dalam berproses. Sistem pemilu serta sistem kepartaian di Indonesia masih belum
sepenuhnya baku dan masih mencari bentuk ideal. Kedua, belum adanya aturan yang ketat
dalam pemilu (electoral rules), mengenai masuknya partai baru dalam pemilu, seperti aturan
bagi partai-partai yang tidak lolos threshold atau ambang batas parlemen dan kemudian
berubah wajah menjadi partai baru untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Ketiga, suara
pemilih belum terikat kuat dengan partai-partai yang sudah ada, sehingga masih
memungkinkan pemilih untuk berpindah dan menemukan partai yang dianggap
merepresentasi kepentingan pemilih.

Kemunculan partai politik baru bukan menjadi fenomena pertama kali sejak Era
Reformasi. Setelah runtuh rezim otoriter pada tahun 1998, salah satu upaya untuk dapat
menyambut rezim tersebut adalah dengan adanya pendirian partai politik (Hanafi, 2018).
Munculnya partai politik merupakan aktualisasi dari beragamnya aliran atau pandangan
politik yang melatarbelakanginya (Shofia & Alamsyafi, 2019). Dengan selalu bertambahnya
partisipasi partai baru dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terjadi kompetisi pemilu yang
ketat karena partai bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dan suara dari masyarakat.

Menjelang penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti, beberapa partai politik
melakukan langkah persiapan dan menyusun strategi sebagai bentuk persiapan ikut serta
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dalam Pemilu tersebut. Partai lama seperti PDIP, PKB, NasDem, Demokrat, Golkar, PAN,
PPP, Gerindra, dan PKS adalah hanya beberapa partai politik yang telah lama dan sudah
memiliki kursi di parlemen, selain itu pemilu 2024 juga akan melihat partisipasi partai baru
yang mencoba mendapatkan suara dan duduk di parlemen. Partai Gelora, Partai Kebangkitan
Nusantara (PKN), dan Partai Buruh adalah beberapa partai baru yang muncul dan mencoba
mendapatkan suara dari masyarakat. Mereka tidak hanya akan bersaing dengan partai-partai
lama yang telah menduduki parlemen, tetapi juga dengan partai-partai yang pada Pemilu
2019 tidak dapat menembus parliamentary threshold 4% di parlemen.

Beberapa partai politik baru yang akan mencoba bersaing dengan partai politik lainnya
pada pemilu 2024 nanti dapat dilihat pada tabel 2 berikut ;

Tabel 2. Partai Poltik Baru pada Pemilu 2024

No. Urut Partai Politik Logo Partai Profil Singkat

6 Partai Buruh Partai ini resmi didirikan kembali pada tanggal
5 Oktober 2021. Jika dilihat sejarahnya ini
bukan partai politik baru karena pada pemilu
1999 juga ikut berpartisipasi dengan nama
Partai Buruh Nasional. Namun pada Pemilu
2014 dan 2019 tidka ikut serta dalam Pemilu.
Partai ini kembali berkiprah dalam politik
nasional melalui deklarasi hasil kongres yang
digelar pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di
Jakarta dan resmi menjadi Partai Peserta
Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Buruh saat
ini adalah Said Aqil.

Partai Gelora bermula dari Gerakan Arah Baru
Indonesia (Garbi) yang didirikan oleh Anis
Matta dan  Fahri  Hamzah.  Garbi
mendeklarasikan sebagai organisasi
masyarakat (ormas) pada 14 Oktober 2018 di
Sumatera Selatan. Ormas tersebut berkembang
dengan hadirnya kader dan pengurus.
Selanjutnya, mereka mendeklarasikan
pendirikan Partai Gelora Indonesia pada 28
Oktober 2019. Ketua Umum Partai Gelora saat

G E Lo RA ini adalah Anis Matta.
INDONESIA

7 Partai Gelombang rakyat
Indonesia (Gelora)

9 Partai Kebangkitan
nasional (PKN)

Partai ini sebelumnya bernama Partai Karya
Perjuangan yang terdaftar pada 2008
berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan
HAM RI Partai itu kemudian dideklarasikan
ulang dengan nama baru Partai Kebangkitan
Nusantara (PKN) di Jakarta pada 28 Oktober
2021. Ideologi partai berlandaskan pada

filosofi nasional resmi Indonesia. Ketua Umum
dari Partai PKN ini adalah Anas Urbaningrum.
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24 Partai Ummat Pada tanggal 6 April 2022, Partai Ummat
didirikan oleh Prof. H. Muhammad Amien
Rais, M.A., Ph.D,, setelah terjadi perpecahan di
Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin
sebelumnya oleh Amien Rais. Partai Ummat
memiliki landasan ideologis yang berakar
pada Islam Rahmatan Lil Alamin. Partai ini
mengutamakan kaderisasi yang terbuka dan
mandiri, serta berkomitmen untuk
PARTAI UMMAT menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan As-

Sunnah dalam upaya menegakkan keadilan

dan melawan kezaliman. Partai Ummat secara
resmi didirikan pada tanggal 24 April 2021 dan
mendapatkan legalitas pendiriannya melalui
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia pada
tanggal 20 Oktober 2021. Ketua umum partai
UMMAT adalah Ridho Rahmadi.

Sumber : data diolah peneliti, 2023

Partai yang ada pada tabel 2 ditas merupakan Partai yang baru yang akan mengikuti
pemilu tahun 2024 nanti, karena sebelumnya tahun 2019 belum mengikuti kontestasi pemilu
yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, beberapa Partai diatas sebenarnya bukan
murni partai politik baru yang ada di Indonesia. Karena beberapa partai tersebut merupakan
perubahan dari partai-partai dulu yang pernah mengikuti pemilu namun tidak eksis lagi
sehingga dilakukan beberapa perubahan nama hingga pengurus. Konflik dalam internal
parpol menjadikan salah satu faktor lahirnya partai baru yang ada di Indonesia (Barokah et
al., 2022). Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya tokoh-tokoh partai politik yang dulu
eksis namun saat ini menjadi ketua umum partai politik yang baru dan akan mengikuti
kontestasi pemilu 2024 nanti.

Jika kita melihat sejarah penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, peluang Partai
Baru untuk menembus parlemen terbilang cukup sulit. Pada pemilu tahun 2019 yang lalu,
tidak ada satupun partai politik baru yang bisa melewati parliamentary threshold 4% dan
memiliki kursi di parlemen. Pada pemilu 2024 nanti, melihat hasil survei dari Charta Politika
dan Poltracking Indonesia, partai abru rata-rata hanya memiliki elektabilitas dibawah 1%.
Artinya masih perlu upaya dan kerja keras agar Partai poltik baru ini mendapatkan suara dari
masyarakat dan mendapatkan kursi di parlemen.

Komunikasi Politik Era Digital

Komunikasi politik adalah komponen penting dari proses demokrasi dan sangat
bergantung padanya. Internet sebagai media baru telah membawa dampak dari praktik
percakapan politik yang mencakup komunikasi yang dimediasi oleh dunia maya dan diskusi
yang berlangsung di ruang nyata. Selain itu, Proses demokrasi membutuhkan forum untuk
konfirmasi dan pertukaran informasi, wacana publik, diskusi, dan partisipasi warga negara
dalam pengambilan keputusan politik. Karena pada hakekatnya Proses demokrasi sangat
bergantung pada komunikasi politik (Lubis et al., 2022).
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Sebagai contoh, dalam proses komunikasi politik di Indonesia, media seringkali
dianggap sebagai ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk
menyuarakan pendapatnya salah satunya adalah media digital. Media digital membuka
ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi
antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elite
dan warga negara atau nonelite (Hia & Siahaan, 2021). Saat sekarang ini komunikasi massa
merupakan sumber utama dari pesan-pesan politik yang dipertimbangkan menyusun
strategi politik masing-masing partai atau actor politik. Dalam hal ini peran media digital
merupakan bagian yang terpenting dalam merancang strategi untuk membangun
kepercayaan dari masyarakat (Suryadi et al., 2021). Untuk itu perlunya merancang konsep
yang matang dalam penyampaian pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat
melalui media digital.

Secara substansi dalam komunikasi strategis, dalam tahap perencanaan diperlukan
pencarian data awal atau melakukan riset menjadi dasar pertimbangan, untuk menentukan
tahapan yang dilakukan supaya tujuan bisa tercapai (Laila et al., 2021). Dua elemen penting
yang digunakan dalam tahapan perencanaan komunikasi strategis dalam merumuskan
strategi pesan digunakan untuk mencapai tujuan tahapan ini. Faktor-faktor ini adalah: (1)
tujuan apa yang harus dicapai, yang berarti ada banyak tujuan yang dapat dicapai melalui
program kampanye; dan (2) daya tarik komunikator, yang dapat memikat dan
mempengaruhi minat publik. Maka dari itu pesan komunikasi politik harus mudah diakses
oleh publik karena solusi paling sederhana selalu dipilih dan tidak membutuhkan banyak
sumber daya atau dana. Era digitalisasi saat sekarang ini mempu menjawab segala tantangan
dan hambatan dalam berkomunikasi secara personal maupun komunikasi massa yang
jumlahnya jau lebih banyak (Blouget et al., 2022).

Adanya Internet akan memudahkan dalam berkomunikasi langsung antara publik
(citizen) dengan elite yang semula harus dimediasi oleh institusi pers. Masyarakat yang aktif
menggunakan internet masuk dalam golongan masyarakat jaringan (network society) yang
membangun jaringan antar tak terbatas yang tidak dapat disensor dengan mudah oleh
sesama masyarakat lainnya (Hasfi, 2019). Jaringan itu bisa berupa jaringan informasi, jaringan
warga sipil, jaringan perusahaan, dll. Seperti yang dijelaskan oleh (Vedel, 2003) bahwasanya
ada keterkaitan tentang bagaimana Information Communication Technology (ICTs) dalam hal ini
Internet memberikan efek pada komunikasi politik. Hal tersebut dapat dilihat dari table 3
berikut;
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Tabel 3. Dampak ICT dalam proses Komunikasi Politik

Perangkat ICT Keuntungan Potensial Permasalahan

Murah 1) Mudah memproduksi Pesan Terlalu banyak informasi

2) Pesan tidak terbatas untuk public

(citizens)
Langsung (Sender Receiver) Komunikasi Langsung 1) Riskan terjadi propaganda.
2) Kurangnya mediator yang bisa
memainkan peran penting.
Penerima Terseleksi 1) Bisa Menarget Komunikan Isu Privasi

2) Komunikasi kelompok khusus

Kecepatan 1) Mengupdate dengan cepat dan | 1) Biaya system

frekuentatif
2) Push button decisionmaking

2) Memperluas jangkauan pencarian
informasi

Interaktif Terdesentralisasi 1) Interaksilangsung 1) Isu Privasi

2) Kemungkinan membuat sistem | 2) Ruang publik yang terfragmentasi
komunikasi yang independen . )

3) Regulasi yang sulit

Sumber: (Vedel, 2003) dalam (Hasfi, 2019)

Pada table 3 diatas menunjukkan bahwasanya adanya perkembangan teknologi dan
juga perubahan era menjadi digitalisasi seperti saat sekarang ini memberikan perubahan yang
cukup drastis dalam komunikasi politik yang ada. Karena dengan adanya internet dan era
digital saat sekarang ini para actor politik dan juga partai politik mampu mengurangi biaya
produksi kampanye yang dilakukannya. Karena dengan hanya membuat media social seperti
Facebook, Instagram, Aplikasi X (dulu Twitter), dan Tiktok bisa menjadi media komunikasi yang
cukup efektif dalam menjangkau masyarakat saat ini.

Sebagai partai politik baru, sudah saatnya melihat kondisi seperti ini, karena kontestasi
pemilu 2024 ini sangat erat denagn pemanfaatan teknologi. Hal tersebut dikarenakan
Sebagian besar masyarakat yang sebagai peserta pemilu adalah kelompok Millenial dan Gen
Z, yang mana mereka adalah generasi yang sangat dekat dengan digitalisasi aktivitas
kehidupan. Kampanye digital menjadi salah satu factor kunci dalam strategi mendapatkan
perhatian masyarakat (Pérez-Castafios & Ruiloba-Nufez, 2023), karena sebagai partai baru
masih perlu kerja keras dalam melakukan Branding dan menarik hati masyarakat.

Setiap partai politik memiliki cara dan model yang berbeda-beda dalam menjalankan
komunikasi politiknya (Jumadi & Silviani, 2020), hal tersebut disesuaikan dengan sasaran
kelompok masyarakat yang hendak didekatinya. Era saat sekarang ini menuntut setiap partai
politik, tidak hanya partai politik baru saja untuk mampu beradaptasi dengan pola
komunikasi yang baru. Komunikasi politik era digital menjadi salah satu solusi atas
kejenuhan masyarakat dengan model atau pola komunikai yang lama. Peran internet dan
social media menjadi sangat sentral sebagai salah satu sarana bagi masing-masing partai
menjalankan fungsi komunikasi politik yang ada.
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Kesimpulan

Kontestasi Pemilu di Indonesia tahun 2024 nanti akan menghadirkan beberapa partai
baru yang akan ikut berpartisipasi. Beberapa Partai Baru tersebut adalah Partai Buruh, Partai
Gelombang rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkita Nasional (PKN) dan Partai Ummat.
Total ada empat Partai Politik baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti, meskipun
pada kenyataannya untuk tokoh dan actor dari partai baru tersebut sudah tidak asing lagi
dalam kontestasi perpolitikan di Indonesia. Partai politik baru memiliki tugas yang lebih
berat dari partai politik lainnya, dikarenakan harus membuat branding yang baik agar lebih
dikenal dan masyarakat percaya akan eksistensi dari partai baru tersebut. Selain itu tantangan
yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi komunikasi politik di era digital seperti saat
sekarang ini.

Partai Politik baru harus siap beradaptasi dengan perkembangan zaman saat sekarang
ini. Model komunikasi di Era Digital menuntut semua pihak harus bisa mengambil peran dan
memanfaatkan momentum menjelang penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 nanti. Partai
Politik Baru harus bisa memanfaatkan kondisi serba digital saat ini dalam menjalankan
komunikasi politik. Hal tersebut dikarenakan karakter media baru ini sebagai sarana
komunikai politik, khususnya internet, menentukan perubahan dalam cara komunikasi
politik. Ini mengubah komunikasi politik menjadi langsung, murah, cepat, interaktif, dan
desentralisasi. Ini mengubah komunikasi politik yang sebelumnya satu arah menjadi dua
arah, dari atas ke bawah, dan dari elit ke non-elitis. Transformasi komunikasi politik
merupakan sebuah keniscayaan bagi partai politik baru yang akan mengikuti pemilu tahun
2024 nanti, karena ini adalah momen awal bagi partai baru untuk menjaga eksistensinya
dalam kontestasi politik di Indonesia mendatang.
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Abstract

Regional Security Complex Theory (RSCT) has gained prominence as a valuable framework for
analyzing the complex interplay of security interactions within and across regions. This literature
review comprehensively examines the theoretical underpinnings, historical development, applications,
empirical validation, and future directions of RSCT. RSCT offers a holistic approach that transcends
traditional state-centric perspectives, encompassing non-state actors, sub-regional dynamics, and
geographical factors in shaping security landscapes. It has been successfully applied to analyze regional
security complexes in diverse regions, including Europe, Asia, the Middle East, and Africa. Empirical
studies have supported the validity of RSCT, but further rigorous testing is needed to refine the theory
and enhance its predictive power. As the global security landscape evolves, RSCT remains an essential
tool for understanding and anticipating the intricate dynamics of regional and global security
challenges. This paper proposes that the future research should focus on refining RSCT's conceptual
framework, exploring interactions between RSCs, examining the role of non-state actors and regional
institutions, and integrating RSCT with other theoretical frameworks in international relations.

Keywords: regional security complex, security interdependence, power, international relations theory

Introduction

The concept of security in international relations has evolved to encompass a
wide array of issues, including non-traditional security threats, power dynamics,
environmental security, human security, and gendered perspectives. In the post-Cold
War era, the understanding of security has expanded to include various risks such as
pandemics, organized crime, global warming, failed states, terrorism, poverty, and
nuclear proliferation (Aradau et al.,, 2008). This expansion reflects a shift from
traditional state-centric security to a more comprehensive approach that considers
non-traditional security threats (Yuan, 2022). Furthermore, the concept of security is
closely linked to power structures within the international system, with dominant
understandings and practices of international security normalizing specific social
relations and reinforcing existing power structures (Pratt, 2013). This highlights the
interconnectedness of security with broader social and political dynamics.
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The traditional understanding of security, dominated by the United States and
characterized by Realism and State-centrism, has been subject to reevaluation due to
significant transformations in the international environment and world politics (Yuan,
2022). This reevaluation has led to the exploration of alternative concepts such as
"comprehensive security," which seeks to reconstruct security in the context of
international relations (Arifi, 2016). Additionally, the concept of security community
has been proposed as a middle ground between different strands of international
relations theory, bridging the gap between moral philosophy and security studies
(Koschut, 2014).

In the context of international relations, security is not solely confined to
military or state-centric concerns. It encompasses environmental security, human
security, and gendered perspectives on security. The relationship between climate
change and security has been a subject of exploration, with scholars suggesting that
climate change constitutes a significant security issue (McDonald, 2018). Moreover,
feminist perspectives have highlighted the gendered nature of security, emphasizing
the marginalization of women in security studies and the interconnectedness of
security with political economy and everyday livelihoods (O’Sullivan, 2020; Priigl &
Joshi, 2021; Dora, 2021).

The evolving nature of security in international relations has also prompted a
reexamination of theoretical traditions. While realism has traditionally dominated the
study and practice of international relations, liberalism has made important
contributions to the understanding of international security and the role of military
power (Silverstone, 2021). This reflects the multidimensional nature of security, which
encompasses not only military aspects but also political, economic, and social
dimensions.

The traditional approaches to security studies, particularly state-centric and
realist perspectives, have been subject to significant critique due to their limitations in
addressing contemporary security challenges. These traditional approaches have been
criticized for their narrow focus on state actors as the primary referent object of
security, as well as their emphasis on military power and the use of force as the
primary means of addressing security concerns Browning & McDonald (2011)Fusiek,
2020; Hama, 2017).

State-centric and realist perspectives have been faulted for their failure to adapt
to the changing nature of security threats, particularly in the context of globalization
and the increasing influence of non-state actors such as multinational corporations,
non-governmental organizations, and international movements (Samier, 2019). The
narrow focus on state actors has been deemed inadequate in addressing the complex
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and interconnected nature of contemporary security challenges, which often
transcend national borders and involve a multitude of actors (Hama, 2017; Samier,
2019).

Furthermore, the realist paradigm of national security, which has traditionally
dominated the academic debate, has been criticized for promoting a military and state-
centric approach to security, thereby neglecting non-traditional security threats such
as environmental degradation, human insecurities, and societal vulnerabilities
(Fusiek, 2020; Akinrinde et al., 2021). This narrow focus on military and state-centric
approaches has been deemed insufficient in addressing the diverse and multifaceted
nature of contemporary security challenges.

Additionally, traditional realists have been criticized for their resistance to
broadening the security agenda, with concerns that widening the concept of security
beyond traditional military concerns would lead to incoherence in both scholarship
and state policy (Hameiri & Jones, 2012). This resistance to broadening the security
agenda has been seen as a limitation in addressing non-traditional security threats and
in recognizing the interconnectedness of security with broader social, economic, and
environmental issues.

The Regional Security Complex Theory (RSCT) has significantly contributed to
the analysis of regional security dynamics. RSCT provides a theoretical and
conceptual framework for understanding the structure and dynamics of regional
security, particularly in the post-Cold War era Buzan & Waver (2003). It traces the
history of each regional security complex back to its beginnings, offering a
comprehensive understanding of the security dynamics within specific regions (Bell
& Wolf, 2023). The theory emphasizes the interdependence between security and
resource dynamics among actors within a regional conflict system, highlighting the
links between conflicts in a regional context (Gebru et al., 2023). Furthermore, RSCT
has been applied to various regional contexts, such as the Lake Chad region, the
Persian Gulf, North America, and West Africa, demonstrating its versatility and
applicability in diverse geopolitical settings (Kilroy et al., 2017; Bala & Tar, 2021;
Mohee, 2023). The theory has also been utilized to analyze the impact of the Israeli-
Iranian cyberwar on Arab regional security, highlighting its relevance in
understanding contemporary security challenges, including cyber threats.

Moreover, RSCT has been instrumental in analyzing the security implications
of geopolitical shifts, such as the China-Iran Comprehensive Strategic Partnership and
the Indo-Pacific regional security architecture, providing insights into the evolving
security dynamics and power relations within these regions (Manh, 2022; Maiangwa,
2016). Additionally, the theory has been used to assess the responses of regional
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organizations, such as the Economic Community of West African States (ECOWAS),
to emerging security threats, underscoring its utility in evaluating regional
cooperation and security initiatives (Mohapatra, 2013).

The application of RSCT has extended beyond traditional security concerns to
encompass non-traditional security issues, such as migration and its impact on the
security of Central Asia, demonstrating the theory's adaptability to a wide range of
security challenges (Sarwar & Siraj, 2021). Furthermore, RSCT has been utilized to
analyze the complexities of regional peace processes, such as the Afghan peace
process, shedding light on the intricate regional dynamics and the role of external
actors in conflict resolution efforts. From this background, how has RSCT been
applied to analyze regional security dynamics in different geopolitical contexts, and
what insights have been gained from these applications?

Theoretical Foundations of RSCT

The Regional Security Complex Theory (RSCT) is underpinned by several key
concepts and theoretical foundations that shape its analytical framework for
understanding regional security dynamics. These concepts and foundations provide
the theoretical basis for comprehending the structure, interactions, and security
dynamics within regional security complexes.

One of the fundamental theoretical underpinnings of RSCT is the concept of
security complexes, which emphasizes the interconnectedness of security relations
among states within a specific region. This concept, as proposed by Buzan and Weever
Buzan & Weever (2003), highlights the radical diversity of security dynamics in
different parts of the world and forms the basis for understanding how security is
constructed and maintained within regional contexts.

Additionally, the theory draws on the concept of interdependence, both
internal and external, as a fundamental aspect of regional security dynamics (Martens
etal., 2011). This notion underscores the mutual reliance and interactions among states
and actors within a regional security complex, shaping the security environment and
influencing the dynamics of conflict and cooperation.

Moreover, RSCT incorporates the idea of securitization, which refers to the
process through which certain issues or actors are constructed as existential security
threats, thereby legitimizing extraordinary measures to address them (Doll, 2021).
This concept is crucial for understanding how security issues are framed and
addressed within regional contexts, shedding light on the dynamics of threat
perception and response.

166


https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/index
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/index
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/issue/view/325

Jurnal Sosial Politik ISSN 2621-5764

E S OLUSI Vol.6 No.2 Jul-Dec 2023

Furthermore, the theory is informed by the concept of regional cooperation and
conflict complexes, which elucidates the patterns of cooperation and conflict within
and between regional security complexes (Silve & Verdier, 2018). This concept
provides insights into the contagion of conflicts and the potential for cooperation
among states within a regional security complex.

The RSCT model also broadens the definition of security, redefining the
security dilemma among historical rivals and highlighting prospects for enhancing
cooperation and peace in the region. This expanded understanding of security
encompasses non-traditional security issues and emphasizes the potential for regional
cooperation to address multifaceted security challenges.

The role of security interdependence, securitization, and geographical
clustering in shaping regional security complexes (RSCs) is a multifaceted and
complex phenomenon that draws on various theoretical and empirical insights. The
theoretical foundations of RSCT provide a framework for understanding the interplay
of these factors in shaping regional security dynamics.

Firstly, security interdependence plays a crucial role in shaping RSCs by
fostering complex security relationships among states within a specific region. The
concept of security interdependence emphasizes the mutual reliance and interactions
among states, leading to shared security concerns and cooperative security initiatives
Silve & Verdier (2018). This interdependence is intensified within geographical
clusters, where states are more deeply interconnected in terms of security and
economic relations, leading to a distinct pattern of security interdependence within
RSCs.

Secondly, securitization, as a key concept in RSCT, influences the dynamics of
RSCs by framing certain issues or actors as existential security threats, thereby
legitimizing extraordinary measures to address them. The process of securitization
within RSCs shapes the security agenda and responses, contributing to the
construction of regional security complexes and the delineation of security boundaries
within specific geographical clusters.

Geographical clustering also plays a significant role in shaping RSCs by
creating patterns of regionally based security clusters, where security and economic
interdependence are markedly deeper among states within the clusters than those
outside of them. Geographical proximity produces a distinct pattern of security
interdependence and shapes the security dynamics within RSCs, influencing the
formation of security alliances and the emergence of security dilemmas (Juma, 2022).
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Furthermore, the geographical clustering of security dynamics within RSCs is
influenced by the division of labor, economic agglomeration, and the concentration of
security resources and capabilities within specific geographical clusters (Maskell,
2001). This concentration of security-related activities and resources contributes to the
formation of distinct security clusters and the intensification of security
interdependence within RSCs.

The distinction between securitizing and securitized actors in Regional Security
Complexes (RSCs) is essential for understanding the dynamics of security within a specific
region. The securitization process, as conceptualized in the Regional Security Complex Theory
(RSCT), involves the identification of security threats and the authorization of extraordinary
measures to address these threats. In this context, securitizing actors and securitized actors
play distinct roles in shaping the security dynamics within RSCs.

Securitizing actors are those entities or actors that frame specific issues or actors as
existential security threats, thereby seeking to legitimize extraordinary measures to address
these threats. These actors have the agency to define what constitutes a security issue and to
mobilize support for securitizing moves, thereby influencing the security agenda within a
regional context. Securitizing actors may include states, regional organizations, or influential
non-state actors that possess the power to shape the discourse and policies related to security
within RSCs.

On the other hand, securitized actors are those entities or issues that are constructed
as security threats through the securitization process. These actors or issues are portrayed as
posing existential risks to the security of the region, leading to their treatment as exceptional
and requiring urgent measures to address. Securitized actors may include minority groups,
neighboring states, non-state actors, or specific policy areas that are securitized by the actions
of securitizing actors within RSCs.

The distinction between securitizing and securitized actors is crucial for
understanding the power dynamics, threat perceptions, and policy responses within RSCs. It
sheds light on the processes through which security issues are constructed, the actors involved
in shaping the security discourse, and the implications of securitization for regional stability
and cooperation. By analyzing the roles of securitizing and securitized actors, scholars and
policymakers can gain insights into the mechanisms through which security concerns are
elevated to the level of existential threats and the impact of these processes on regional
security dynamics.

Evolution and Development of RSCT

The Regional Security Complex Theory (RSCT) has undergone significant
development since its inception by Barry Buzan and Ole Waever. The theory has evolved
through refinement, expansion, and application to various regional contexts, contributing to
its current advanced state.
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The historical development of RSCT can be traced back to foundational works such as
Buzan and Waever's "Regions and Powers" (2003), which laid the groundwork for
understanding regional security dynamics in the post-Cold War era. This seminal work
provided a comprehensive analysis of the structure and dynamics of regional security
complexes, emphasizing the interdependence and power relations within specific regions
Buzan & Weever (2003).

The concept of securitization, a key component of RSCT, has been further developed
and advanced through scholarly contributions such as "Words, Images, Enemies:
Securitization and International Politics" by Williams (2003) and "Securitization and the
Construction of Security" by McDonald (2008). These works have deepened the
understanding of how issues are framed as security threats and the implications of
securitization for regional security dynamics.

Ole Waever's contributions to the concept of securitization, as evidenced in
"Securitization and Desecuritization" (1995), have played a pivotal role in advancing the
theoretical foundations of RSCT. Waever's work has expanded the understanding of
securitization processes and their impact on regional security complexes, contributing to the
theory's development (Diimen, 2022).

The application of RSCT to various regional contexts has further advanced the theory,
as seen in works such as "The impact of the Middle East and Gulf states' involvement on the
Horn of Africa's peace and security: Applying regional security complex theory" by (Gebru et
al., 2023). This application has demonstrated the versatility and adaptability of RSCT in
analyzing security dynamics in diverse geopolitical settings (Gebru et al., 2023).

Moreover, the theoretical framework of RSCT has been integrated into broader
discussions on securitization, as evidenced in works such as "Finding the Weakest Link in the
Interdependent Security Chain Using the Analytic Hierarchy Process" by (Pan et al., 2015).
This integration has contributed to the interdisciplinary relevance and applicability of RSCT
in understanding security interdependence and complex security chains (Pan et al., 2015).

The Regional Security Complex Theory (RSCT) has made significant contributions to
the study of regional security dynamics. One of its key contributions is the conceptualization
of security interdependence within specific regions, emphasizing the interconnectedness of
security relations among states. This has provided a nuanced understanding of the complex
security dynamics and power relations within regional contexts (Buzan & Waever, 2003).

Moreover, RSCT has contributed to the analysis of securitization processes, shedding
light on how issues are framed as security threats and the implications of securitization for
regional security dynamics. This has deepened the understanding of the construction of
security boundaries and the impact of securitization on regional stability and cooperation
(Buzan & Weever, 2003).

Additionally, RSCT has been instrumental in analyzing the role of geographical
clustering in shaping regional security complexes, highlighting the patterns of security
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interdependence and the concentration of security resources within specific geographical
clusters. This has provided insights into the distinct security dynamics within different
regions and the implications for regional security architectures (Buzan & Waever, 2003).

However, RSCT has also faced criticisms over time. One of the criticisms is the theory's
limited applicability to non-traditional security challenges, such as environmental security
and human security. Critics argue that RSCT's focus on state-centric security dynamics may
overlook the broader range of security issues that affect regions, thereby limiting its
explanatory power (Mabee, 2003).

Ongoing debates within RSCT revolve around the theory's adaptability to
contemporary security challenges, including cyberwarfare, terrorism, and non-state actors.
Scholars are exploring ways to integrate non-traditional security issues into the RSCT
framework, aiming to broaden its applicability and relevance to current security dynamics
(Mohee, 2023).

Furthermore, there is a debate regarding the role of regional organizations and sub-
regional security cooperation within the RSCT framework. Scholars are examining the impact
of regional organizations on security dynamics and the potential for enhanced cooperation to
address regional security challenges, contributing to the ongoing refinement of RSCT
(Kangdim et al., 2022).

Moreover, ongoing refinements within RSCT include efforts to incorporate historical
and cultural factors into the analysis of regional security complexes. This involves examining
the historical context of security interdependence and the impact of cultural dynamics on
regional security architectures, contributing to a more comprehensive understanding of
regional security dynamics (Juma, 2022).

RSCT has made significant contributions to the study of regional security dynamics,
particularly in conceptualizing security interdependence, securitization processes, and
geographical clustering. However, ongoing debates and refinements within RSCT are focused
on enhancing its adaptability to contemporary security challenges, integrating non-traditional
security issues, and incorporating historical and cultural factors into the analysis of regional
security complexes.

Applications of RSCT to Various Regions

RSCT has been applied to diverse regions, including Europe, Asia, the Middle East,
and Africa. The theory has been used to analyze various regional security issues, such as the
impact of the Middle East and Gulf states' involvement on the Horn of Africa's peace and
security (Gebru et al., 2023), the Boko Haram insurgency in Nigeria (Kangdim et al., 2022),
and the security dynamics in Southeastern Europe (Malnassy, 2021). Additionally, RSCT has
been employed to explain Vietnam’s perception and response to the emerging Indo-Pacific
regional security architecture (Manh, 2022). Furthermore, it has been used to analyze the
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impact of the Israeli-Iranian cyberwar on Arab regional security, highlighting the operation
of security dynamics at a regional level among certain groups of states (Mohee, 2023).

In Africa, RSCT has been applied to understand the continent's security dynamics,
particularly in the context of regional security complexes, enmity, and amity among states
(Solomon, 2015). It has also been used to analyze the Southern African Development
Community's experience in security integration and the impact of small arms proliferation on
national and regional security (Hammerstad, 2005). Moreover, RSCT has been employed to
examine the East African Community's approach to regional integration and cooperation
(Juma, 2022).

In Asia, RSCT has been utilized to explain the security dilemma and military
competition in the Asia Pacific region, particularly in the context of China's rise and its impact
on regional security dynamics (Liff & Ikenberry, 2014). It has also been applied to assess the
role of the BRICS countries in Asian affairs and their potential contributions to regional
security (Niu, 2015).

It seems that the theory has been widely used to analyze security dynamics in various
regions. However, its application is not without challenges and limitations. Buzan and Weever
(2003) highlighted the radical diversity of security dynamics in different parts of the world,
indicating that the theory's applicability may vary across regions. In the Middle East, for
example, the involvement of non-Arab state actors and non-state actors has posed challenges
to the application of RSCT in understanding security subcomplexes. Similarly, in the Eastern
Mediterranean, the reliance on unilateral actions and limited quasi-alliances has complicated
the application of RSCT to regional maritime security.

In Africa, the weakness of state institutions and the prevalence of small arms
proliferation have presented challenges to the effective application of RSCT in understanding
security integration and national/regional security implications. Additionally, the
complexities of inter-state security arrangements and the functional-structural weaknesses of
core state institutions have added layers of complexity to the application of RSCT in electoral
management and non-traditional security contexts in the East African region.

In the context of the Indo-Pacific region, the quest for regional hegemony and the
dependency of small nations on the regional hegemony of major powers have raised questions
about the applicability of RSCT in understanding security dynamics. Furthermore, the
geopolitical implications of the 2011 uprisings in the Arab Middle East have highlighted the
limitations of RSCT in capturing the long-lasting changes in regional security dynamics.

Moreover, the theory's relevance in understanding the dynamics of proxy wars, such
as the US-Iran proxy war in the Middle East, has been questioned due to the unprecedented
characteristics of new phenomena that pose challenges to states within individual regional
security complexes.

Empirical investigations dedicated to testing and validating the theoretical tenets of
Regional Security Complex Theory (RSCT) have shed light on both the strengths and
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weaknesses of the theory. These studies provide valuable insights into the applicability and
limitations of RSCT in diverse regional contexts.

RSCT has demonstrated its utility in analyzing sub-regional security cooperation, as
exemplified by its application to the Boko Haram insurgency in Nigeria (Kangdim et al., 2022).
The theory has also been instrumental in measuring the impact of specific events, such as the
Israeli-Iranian cyberwar, on regional security (Mohee, 2023), highlighting its relevance in
understanding contemporary security dynamics.

Furthermore, RSCT has effectively been employed to analyze evolving security
complexes and their implications, providing a framework for comprehending the changing
nature of regional security dynamics (China-Iran Comprehensive Strategic Partnership: An
Evolving New Security Complex and its Implications, 2023). Moreover, the theory has been
successfully utilized to understand regional security sub-complexes, particularly in
Southeastern Europe, offering a valuable perspective for examining interdependence within
regional relations (Malndssy, 2021). Additionally, RSCT has proven useful in analyzing
security pressures in the Indo-Pacific region, demonstrating its relevance in deciphering the
complex security dynamics in the region (Manh, 2022).

While RSCT has exhibited strengths, empirical studies have also highlighted certain
limitations. Some investigations may encounter challenges in operationalizing the theoretical
propositions of RSCT, particularly when quantifying the intricate and multifaceted nature of
regional security dynamics. Additionally, the theory's applicability may vary across different
regional contexts, necessitating nuanced application based on specific regional dynamics and
characteristics. Furthermore, RSCT may face limitations in capturing the full complexity of
security interactions, particularly in regions with unique geopolitical and historical factors
that may not fully align with the theory's propositions.

Future Directions of RSCT Research

Recent developments in international relations highlight several emerging trends and
potential areas for further research within the framework of Regional Security Complex
Theory (RSCT). Firstly, the increasing significance of cybersecurity demands exploration,
investigating how cyber threats and digital technologies influence security dynamics within
regional complexes. Secondly, the impact of environmental challenges, such as climate
change, on regional security configurations requires thorough analysis to understand the
evolving landscape. Additionally, the role of non-state actors, including transnational
corporations and NGOs, in shaping regional security complexes presents a burgeoning area
for investigation. Finally, the intersection of human security concerns and societal dynamics,
such as migration and demographic changes, deserves attention as it influences the broader
regional security discourse.

In refining the application of RSCT, incorporating innovative methodological
approaches and theoretical extensions is paramount. Quantitative methods can be integrated
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to analyze large-scale data, identifying patterns and assessing the impact of various factors on
the stability or transformation of regional security relations. Agent-based modeling offers a
dynamic simulation of individual actors within security complexes, capturing micro-level
interactions that contribute to macro-level dynamics. Narrative analysis can be employed to
dissect how discourses and narratives shape security identities within regions, shedding light
on competing narratives and their influence on threat perceptions. A mixed-methods
approach, combining qualitative and quantitative methods, provides a comprehensive
understanding of the multi-dimensional aspects of regional security complexes.

To enhance the explanatory power of RSCT, integrating it with other theoretical
frameworks in international relations is essential. Constructivism offers a valuable synergy
by incorporating ideational factors, norms, and identities into the analysis of regional security
complexes. Critical security studies perspectives can contribute insights into power relations,
discourses of security, and the impact of global structures on regional security dynamics. A
synthesis of RSCT with realist perspectives allows for a nuanced understanding of how state
power and material capabilities interact with social constructions of security within regions.
Furthermore, incorporating global governance theories helps explore the role of international
institutions in shaping regional security complexes. Lastly, applying network theory to
analyze the interconnectedness of states and non-state actors within regional security
complexes offers insights into the structure and resilience of these regional security
architectures.

By delving into these emerging trends, methodological approaches, and theoretical
integrations, researchers can enrich the application of RSCT and advance our understanding
of the complex dynamics within regional security in the contemporary international
landscape. RSCT has also emerged as a valuable framework for analyzing the intricate
dynamics of security interactions within and across regions. While RSCT has gained
significant traction, there remains ample room for further research to refine the theory and
deepen our understanding of regional security phenomena.

Conducting comparative analyses of different regional security complexes can
provide valuable insights into the commonalities and distinctions within security dynamics,
threat perceptions, and regional cooperation (Buzan, 2011). By examining how security
interactions manifest differently across regions, researchers can gain a more nuanced
understanding of the factors that shape regional security landscapes.

Investigating the responses of regional organizations to emerging and recurring
security threats is crucial for understanding how regional institutions adapt to evolving
security challenges (Barrinha, 2013). This research could assess the capacity of regional
organizations to address new security challenges and the dynamics of cooperation and
conflict within regional security complexes.

Delving into the diplomatic and geopolitical roles of states within regional security
complexes, particularly in the context of the Indo-Pacific region, can provide valuable insights
into the interplay of power and interests (Doll, 2021). Analyzing strategic partnerships,
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regional cooperation initiatives, and power dynamics can shed light on the evolving security
landscape in this dynamic region.

Exploring the intersection of new regionalism and security theory can offer new
perspectives on the evolving nature of regional security complexes (Amable, 2022). By
examining how new regionalism influences security dynamics, researchers can assess the
relevance of RSCT in the context of changing regional integration processes and the
emergence of new regional mechanisms.

Further research could focus on adapting RSCT to specific regional contexts and
developing conceptual frameworks that enhance the theory's applicability (Kelly, 2007). This
could involve refining the theoretical propositions of RSCT to better capture the complexities
of security interactions in different regions, making it a more versatile tool for analyzing
regional security dynamics.

Given the increasing importance of maritime security, research could delve into the
expectations and realities of regional maritime security in regions like the Eastern
Mediterranean (Parasasti et al., 2023). This could involve examining the impact of security
challenges, expected gains, and regional cooperation initiatives on maritime security
complexes.

Investigating the role of insulator states, such as Turkey, within regional security
complexes can provide valuable insights into their unique geopolitical positions and influence
on security dynamics (Maiangwa, 2016). By analyzing the position of insulator states at the
intersection of different security complexes, researchers can understand how they shape
regional security interactions.

Focusing on exploring the interactions between different regional security complexes,
particularly in regions where security interdependencies exist, can advance our
understanding of the interconnectedness of security dynamics (Malik et al., 2021). This
research could shed light on cooperation and conflict dynamics across adjacent or overlapping
regional security complexes.

These areas of research represent just a few of the many promising avenues for further
exploration within RSCT. By delving into these topics, researchers can enhance our
understanding of regional security dynamics and the applicability of RSCT in diverse regional
contexts. As the global security landscape continues to evolve, RSCT will remain an invaluable
tool for analyzing and anticipating the complex interplay of security interactions within and
across regions.

Conclusion

Regional Security Complex Theory (RSCT) has emerged as a valuable framework for
analyzing the intricate dynamics of security interactions within and across regions. It offers a
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holistic approach that considers not only state-centric actors but also non-state actors, sub-
regional dynamics, and the interplay of geographical factors in shaping security landscapes.

By adopting a comparative perspective, RSCT provides a means to identify
commonalities and differences in security dynamics across diverse regions. It has been
applied to analyze regional security complexes in Europe, Asia, the Middle East, and Africa,
demonstrating its adaptability to varied geopolitical contexts. RSCT's empirical validity has
been bolstered by a growing body of research that has tested and validated its theoretical
propositions. However, more rigorous empirical testing is needed to further refine the theory
and enhance its predictive power.

As the global security landscape continues to evolve, RSCT remains an indispensable
tool for analyzing and anticipating the complex interplay of security interactions within and
across regions. Its ability to capture the interconnectedness of security dynamics across
different regions makes it particularly relevant in an era where security challenges often
transcend traditional borders.

Future research in RSCT should focus on refining the theory's conceptual framework,
exploring the interactions between regional security complexes, and examining the role of
non-state actors and regional institutions in shaping security dynamics. Additionally, RSCT
could be integrated with other theoretical frameworks in international relations to provide a
more comprehensive understanding of global security issues.
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